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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, Dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bontang 2021-
2026 dapat kami selesaikan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bontang yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.

Dokumen Renstra DPUPR Tahun 2021 — 2026 merupakan hasil kajian dengan
mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Kajian dimaksud untuk
menghasilkan perubahan — perubahan pada sasaran strategis, terutama yang
menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pada DPUPR. Dokumen
Renstra DPUPR 2021 — 2026 disusun dengan sistematis dan terukur. Dengan demikian,
seluruh jajaran DPUPR diharapkan lebih mudah memahami sasaran strategis yang
merupakan pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran — sasaran yang
ditetapkan. Untuk itu Renstra DPUPR dijadikan dasar dalam menyusun berbagai
dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan DPUPR Kota Bontang.

Dokumen Renstra ini telah disusun dan disajikan secara maksimal, namun
demikian kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Harapan kami Renstra ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya koreksi, tanggapan, saran maupun
kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan
penyempurnaan penyusunan Renstra ini di masa yang akan datang.

Demikian Dokumen Renstra SKPD ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua

pihak dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bontang, 04 November 2021
Plt. Kepala,

Drs. Usman, M.Pd
NIP. 196707201990031003
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang Tahun
2021 - 2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan turunannya yang terakhir
kali diubah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai
instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada lingkungan Pemerintah Kota
Bontang harus menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) yang akan
digunakan sebagai kerangka acuan, rujukan, komitmen dan kesanggupan dari segenap
komponen organisasi untuk mengatasi beragam permasalahan yang tercangkup dalam
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota terutama dalam menunjang upaya
peningkatan mutu dan kinerja pelayanan publik.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah. Renstra SKPD disusun untuk
dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.
Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah
ditetapkan dengan Perda.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses pengambilan keputusan
yang dilakukan secara terpadu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu
pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Dengan
maksud tersebut tentu diperlukan upaya yang tepat untuk mencapai hasil melalui
permahaman persoalan yang bener — benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk

diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

menyeluruh. Maka dari itu Renstra yang dirumuskan atau disusun harus dapat

menempatkan atau mengakomodir kebutuhan dasar (basic needs) maupun kebutuhan

pembangunan (development need) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kota
sebagai prioritas utama.

Dalam rangka menunjang rencana pembangunan jangka menengah yang telah
ditetapkan pemerintah Kota Bontang, maka program kegiatan yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota harus mampu menjamin:

a. Terlaksananya tugas umum pemerintahan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelayanan, pemberdayaan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian dalam
penyelenggaraan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang
kota.

b. Terselenggaranya Penataan Ruang dan Bangunan yang representatif guna
mendukung pengembangan kota, keseimbangan pembangunan antar kawasan
dengan menjaga kelestarian lingkungan serta pengelolaan/pemeliharaan
bangunan gedung negara dan rumah negara serta bangunan umum;

C. Tersedianya prasarana Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga yang antara lain
pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan jembatan yang dapat
dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat secara maksimal dengan melibatkan
seluruh pelaku penyedia Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum;

d.  Terpenuhinya Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air secara optimal dengan
melaksanakan Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan.

e. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan sumber daya jasa konstruksi.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari keputusan yang
beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,
mengorganisasi secara sistematis usaha — usaha melaksanakan keputusan tersebut
dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Penyusunan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang dilakukan melalui

beberapa tahapan seperti yang di sajikan pada Gambar dibawah ini.
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dan Kebfjakan RENSTRA - PD
data dan

informasi ‘
RENSTRA - PD |

1.1.1.1.1.1Proses Penyusunan Renstra Dinas

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,
Renstra tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang
mengacu kepada RPJMD Kota Bontang dan memperhatikan Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk
Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat
dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada
Gambar dibawah ini.
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Wisi dan Misi
WSl Kota RPJFD Kota Renstra Dinas
Bontang Bontang Pekerjaan Umum
| | dan Penataan
Ruang Provinsi
kalimantan Timur
RPJMD Kota
Bontang
v ! v ¥ ¥
Renja Dinas 1 Renja Dinas 2 Renja Dinas 2 Renja Dinas 4 Renja Dinas &

1.1.1.1.1.2Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Rentra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Bontang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen tersebut
menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan
kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan

Kota Bontang dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kota..

1.2 Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2021 — 2026 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 3962);

C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 42886);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 Tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran
sungai;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 3);
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bb.

CC.

dd.

ee.

g9.

hh.

Ii-

kk.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara
dan Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Persyaratan
Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis
Sempadan Danau.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bontang Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota;
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Il. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang RPJP Kota Bontang;
mm. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RTRW Kota Bontang;
Pengembangan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan
penataan ruang kota disusun dengan pendekatan sistem manajemen strategis (strategic
management system), dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Undang-
undang tersebut menjadi salah satu pendekatan yang cukup penting untuk menunjang
kesinambungan pembangunan nasional dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi
pelaksanaan pembangunan melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergitas program
antara pusat dengan daerah, maupun pengembangan program pembangunan lintas
sektor yang diselengarakan di daerah. Implementasi Undang-undang No. 25 Tahun
2004 tersebut dapat dipandang sebagai instrumen efektif dalam rangka pelembagaan

kegiatan perencanaan yang partisipatif.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyusunan dokumen Rencana Strategis adalah
untuk membangun sebuah perencanaan strategis yang disusun menggunakan
pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) yang bersifat
sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
tertera pada UU No. 25 Tahun 2004.

1.3.1 Maksud

a. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan dan
strategi perencanaan penelitian dan pengembangan lingkup Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang yang diterjemahkan dalam program
dan kegiatan jangka waktu lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi misi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

b.  Mengintegrasikan program pembangunan jangka menengah antara pusat,
provinsi dan kota dengan memperhatikan kondisi wilayah dan lingkungan strategis
daerah.

C. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen
perencanaan, dokumen pengendalian dan dokumen evaluasi.

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Bontang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.
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e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan
berkelanjutan.
1.3.2 Tujuan

Rencana strategis Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar

mekanisme pemeriksaan dan penyesuaian (check and balances) kewenangan atas

kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan

Pemerintah Kota Bontang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

diharapkan dapat membatasi peluang terjadinya kesalahan pengelolaan dan peluang

penyalahgunaan sumber daya sekaligus mengendalikan arah kegiatan pembangunan

agar konsisten terhadap upaya pencapaian target yang diharapkan sesuai dengan visi,

misi dan tujuan akhir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Berikut ini

adalah tujuan adanya Rencana Strategis Perangkat Daerah:

a.

Tersedianya Dokumen Perencanaan Strategi Perangkat Daerah untuk
memperlancar tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota
Bontang dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program
Pemerintahan Kota Bontang Periode 2021 — 2026 melalui perencanaan yang
terarah dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

Merumuskan arah kebijakan dasar serta strategi pembangunan prasarana dan
sarana pekerjaan umum dan penataan ruang kota yang dapat mendorong peran
aktif seluruh unsur yang terkait dalam proses penyelenggaraannya agar mampu
menunjang upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran berjangka yang dapat
mengikat eksekutif dan legislatif.

Merumuskan strategi dan program/kegiatan berjangka dalam rangka
pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang kota
yang memberikan gambaran sasaran, hasil keluaran, dampak serta manfaat yang
spesifik dengan target capaian yang terukur sehingga memudahkan dalam menilai
kinerja lembaga.

Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan prasarana dan
sarana pekerjaan umum dan penataan ruang kota yang dapat mensinergikan
sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang yang ada untuk

mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
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Mengintegrasikan kebijakan, strategi dan program pembangunan prasarana dan
sarana pekerjaan umum dan penataan ruang kota, yang telah ditetapkan pada
tingkat pusat, regional, wilayah, maupun tempatan ke dalam sebuah Renstra.
Menyusun dokumen Renstra yang dapat dijadikan acuan dalam konstelasi proses
koordinasi antar program/kegiatan yang dilakukan oleh PD, agar tercipta sinergitas
kegiatan dalam mencapai tujuan akhir yang diinginkan.

Menyusun dokumen Renstra yang dapat mengintegrasikan berbagai muatan
kepentingan dalam konteks vertikal maupun horisontal.

Menetapkan dasar pertimbangan dan tujuan utama pembangunan prasarana dan
sarana pekerjaan umum dan penataan ruang kota yang hendak dicapai, baik
dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) maupun kebutuhan
pengembangan/pembangunan (development need).

Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana
pekerjaan umum dan penataan ruang kota yang memadai di Kota Bontang.
Mengarahkan rencana program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen
institusi untuk pencapaian visi dan misi institusi.

Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan
kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka
meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir
yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan selama 5 tahun.

Renstra ini diharapkan memadai untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam

menyusunan dokumen — dokumen sebagai berikut:

a
b
C.
d
e
f.

Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD);

Penyusunan Rencana Kinerja PD;

Penyusunan APBD;

Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan PD;
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD);

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK;jIP).
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renstra DPUPR Kota Bontang Tahun 2021-2026 ini

secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

Pendahuluan
Bab ini meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan

sistematika penulisan.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat
Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi

dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Permasalahan dan Isu — Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah visi, misi dan program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra,
telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

serta penentuan isu-isu strategis.

Tujuan dan Sasaran
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
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Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.
Penutup

Bab ini menguraikan penutup Rencana Strategis Perangkat Daerah.

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 12




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsidan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota

Menurut Peraturan Walikota nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota.

2.1.1 Tugas Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Kota Bontang, dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota Bontang.

2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah
Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;

C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;

d. Pelaksanaan administrasi DPUPR; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan
fungsi DPUPR.
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2.1.3 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
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2.1.3.1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

L —
KEBINAMARGAAN SANITAS] DAN AIR MINUM

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang memiliki susunan organisasi

sebagai berikut:

2.1.3.2 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kepala Dinas PU memiliki tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Daerah. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi-fungsi
sebagai berikut:
Perencanaan program dan kegiatan DPUPR,;

Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR,;

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

a
b
C. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
d
e Pengevaluasian dan pelaporan kinerja DPUPR; dan
f.

Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Kepada DPUPR.
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Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Dinas memiliki uraian tugas:
Merumuskan kebijkan di lingkungan DPUPR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan agar kegiatan berjalan dengan lancar;

Menyusun sasaran program dan kegiatan di lingkungan DPUPR berdasarkan
rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka
pencapaian outcome organisasi;

Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan dalam rangka mencapai sasaran program
rencana strategis;

Mengoordinasikan sasaran program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi
agar kegiatan berjalan lancar;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan DPUPR sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan untuk
penegakan disiplin pegawai;

Mengarahkan jalannya program kegiatan berdasarkan perencanaan dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi;

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang — undangan dalam rangka menunjang kegiatan
organisasi;

Menyelenggarakan urusan tata ruang dan tata bangunan;

Menyelenggarakan urusan bina marga;

Menyelenggarakan urusan sumber daya air;

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DPUPR berdasarkan rencana strategis
sebagai bahan laporan kinerja instansi pemerintah;

Menyusun laporan kinerja DPUPR berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka
penguatan akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.3 Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan

kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang -—

undangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 15




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi-

fungsi sebagai berikut:

a.

b
c.
d.
e

Perencanaan program kerja Sekretariat;

Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan

Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Sekretaris memiliki uraian tugas:
Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan kebijakan dan sasaran program
kegiatan DPUPR sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mengoordinasikan program kerja Sekretaris berdasarkan kebijakan dan sasaran
program DPUPR agar kegiatan berjalan lancar;
Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan
tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan peraturan
perundang — undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan untuk
penegakan disiplin pegawai;
Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor
sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi;
Menyelesaikan urusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dalam rangka tertib
administrasi kepegawaian;
Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor sesuai dengan
prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
Menyelenggarakan urusan pelayanan informasi dan kehumasan berdasarkan
prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
Menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai dengan prosedur dalam rangka

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
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Menyelenggarakan urusan keuangan dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang — undangan dalam rangka mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Sekretariat berdasarkan kebijakan dan
sasaran program sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan
datang;

Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat berdasarkan hasil
evaluasi dalam rengka penguatan akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun Sekretaris Dinas membawabhi:

2.1.3.3.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas pokok melaksanakan

urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

memiliki tugas antara lain:

a.

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran untuk kelancaran pelaksaan
tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Melaksanakan surat — menyurat dan naskah dinas sesuai dengan prosedur dalam
rangka mendukung administrasi;

Melaksanakan kearsipan sesuai dengan prosedur dalam rangka tertib

administrasi;
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Melaksanakan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang — undangan untuk kelengkapan administrasi
perjalanan dinas;

Mengoordinir penyusunan sistem pengadilan internal di lingkungan DPUPR sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang — undangan dalam rangka efektivitas dari
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah;

Mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan ketatalaksanaan internal kantor
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Memproses adiministrasi kepegawaian, menghimpun dan memperbarui data dan
informasi kepegawaian di lingkungan kantor sesuai dengan prosedur sebagai
bahan tindak lanjut proses kepegawaian;

Mengelola pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal
dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

Mengoordinir penyusunan dan pengisian penilaian prestasi kerja pegawai di
lingkungan DPUPR sesuai dengan prosedur untuk mengukur pencapaian kinerja
pegawai;

Memfasilitasi sarana prasarana kegiatan rapat dan pertemuan sesuai dengan
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Menyusun kebutuhan perlengkapan kantor sesuai dengan prosedur untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan kantor
sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan pengelolaan aset sesuai prioritas kebutuhan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas sesuai
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi sesuai dengan
prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung sesuai prosedur
untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan;

Mengatur dan memelihara kebersihan lingkungan kantor sesuai dengan prosedur
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengatur dan mengelola keamanan lingkungan kantor sesuai dengan prosedur

untuk menjaga keamanan lingkungan kantor;
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Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga kantor sesuai kebutuhan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Mengatur urusan kehumasan internal kantor sesuai dengan prosedur dalam
rangka memberikan informasi terkait program dan kegiatan perangkat daerabh;
Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan lingkup kantor sesuai dengan
prosedur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Memberikan pelayanan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
sesuai prosedur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Umum dan
Kepegawaian berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan
dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.3.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas pokok melaksanakan

urusan perencanaan dan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan

perundang — undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

organisasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

a.

Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan
program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggaung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Sub bagian Perencanaan dan
Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan sesuai dengan prosedur untuk penegakan disiplin pegawai;
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Mengelola bahan penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja) DPUPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas organisasi;

Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPUPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

Menyusun rencana anggaran kas berdasarkan kegiatan dalam rangka tertib
penggunaan anggaran;

Menyusun realisasi anggaran kegiatan berdasarkan pada dokuman pelaksanaan
anggaran sebagai bahan laporan penggunaan anggaran kegiatan di lingkungan
DPUPR,;

Mengoordinir penyusun rencana umum pengadaan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang — undangan untuk kelancaran proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan DPUPR;

Mengoordinir penyusunan cascading indikator kinerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan sebagai acuan dalam penyusunan Indikator
Kinerja Individu (IKI), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi DPUPR,;
Melaksanakan proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan
prosedur sebagai dasar pembayaran;

Melaksanakan kegiatan perbendaharaan sesuai dengan prosedur untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dalam rangka
tertib administrasi keuangan;

Mengoordinasikan pelaksanaan belanja kepada Pejabat Pelaksanaan Teknsi
Kegiatan (PPTK) dan Bendahara dalam rangka pertanggungjawaban keuangan;
Menyusun konsep laporan keuangan semester, prognosis, dan akhir tahun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang —  undangan sebagai
pertanggungjawaban keuangan;

Menyusun konsep laporan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan;

Menyusun konsep laporan kinerja instansi pemerintah DPUPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan dalam rangka penguatan

akuntabilitas kinerja;
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Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur sebagai
bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai
bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.4 Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan

Kepala Bidang Tata Ruang memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan

urusan tata ruang dan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —

undangan agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana pemanfaatan ruang dan

bangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Bidang Tata Ruang

dan Tata Bangunan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a.

b
c.
d

Perencanaan program kerja Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
Pengorganisasi dan pembinaan kepada bawahan;

Penyelenggaraan urusan tata ruang dan tata bangunan;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Tata Ruang
dan Tata Bangunan; dan

Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Ruang dan
Tata Bangunan.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata

Bangunan memiliki uraian tugas:

a.

Menyusun program kerja Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan berdasarkan
kebijakan dan sasaran program kegiatan DPUPR sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Mengordinasikan program kerja Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan
berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPUPR agar kegiatan berjalan
lancar;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang dan
Tata Bangunan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;
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Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tata Ruang dan Tata
Bangunan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang Tata
Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang;
Menyelenggarakan urusan penataan bangaunan dan lingkungan;
Menyelenggarakan urusan pengendalian bangunan dan ruang kota;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Tata
Ruang dan Tata Bangunan berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai
bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang Tata Ruang dan Tata
Bangunan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawabhi:

2.1.3.4.1 Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang — undangan agar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan rencana. Sedangkan uraian tugas adalah:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang sesuai
dengan program kerja Bidang Tata Ruang sesuai dengan program kerja Bidang
Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata
Ruang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
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Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undang agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undang untuk penegakan disiplin pegawai;

Melaksanakan pengembangan tata ruang kota;

Melaksanakan perencanaan dan perekomendasian pemanfaatan ruang kota;
Menyelenggarakan urusan penataan dan pemanfaatan ruang kota;

Menyusun dokumen hukum (peraturan) perencanaan pemanfaatan ruang kota;
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan
Pemanfaatan Tata Ruang berdasarkan target dan realisasi kegiatan Ruang
berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana
kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
Tata Ruang berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/ atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.4.2 Seksi penataan Bangunan dan Lingkungan

Seksi penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang — undangan dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang dan

menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah

vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut diatas, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai
dengan program kerja Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
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Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Penataan Bangunan dan
Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Penataan Bangunan dan
Lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Penataan Bangunan
dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Melakukan verifikasi lokasi dan karya perencanaan pengembangan
keciptakaryaan bidang penataan bangunan dan lingkungan;

Melaksanakan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan;

Menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dibidang penataan bangunan dan
lingkungan;

Melaksanakan pembangunan fisik bidang penataan bangunan dan lingkungan;
Melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Melaksanakan pengarahan, pembinaan, dan pengendalian teknis pelaksanaan
bidang penataan bangunan dan lingkungan;

Melaksanakan pemantapan kriteria keandalan bangunan dan lingkungan;
Melakukan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pemberian sertifikat
laik fungsi bangunan gedung;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan
Bangunan dan Lingkungan berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai
bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan
Lingkungan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/ atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.4.3 Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota

Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pengendalian bangunan dan ruang kota sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang — undangan dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang dan

menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah

vitalisasi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut diatas, Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota mempunyai uraian

tugas:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota sesuai
dengan program kerja Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pengendalian Bangunan dan Ruang
Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pengendalian Bangunan dan
Ruang Kota sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengendalian Bangunan
dan Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar terhindar dari kesalahan.

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Pengendalian
Bangunan dan Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Melakukan pengadministrsian urusan pengendalian bangunan;

Melakukan pengendalian dan perekomendasian izin mendirikan bangunan
gedung;

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi informasi dan
kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian bangunan;

Melakukan pengadministrasian urusan pengendalian ruang kota;

Melakukan pengendalian ruang kota;

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi informasi dan
kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian ruang kota;

Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai
dengan rencana tata ruang kota,

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian
Bangunan dan Ruang Kota berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai

bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
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Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Bangunan dan
Ruang Kota berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan atasan baik

lisan mupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.5 Kepala Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kebinamargaan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang — undangan dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik melalui pelayanan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan

tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

a.

b
c.
d

Perencanaan program kerja Bidang Bina Marga,;

Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

Penyelenggaraan urusan kebinamargaan;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga;
dan

Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bina Marga.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bina Marga memiliki uraian tugas:
Menyusun program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan dan sasaran
program kegiatan DPUPR sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mengoordinasikan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan dan
sasaran program DPUPR agar kegiatan berjalan lancar;

Mendistribusikan tugas kepala bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga sesuai
dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Bina Marga sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Marga secara
berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan
untuk mencapai target kinerja yang di tetapkan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina
Marga sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan

untuk penegakan disiplin pegawai;
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Menyelenggarakan urusan pengembangan kebinamargaan;

Menyelenggarakan urusan pengendalian dan pemanfaatan kebinamargaan;
Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebinamargaan;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Bina
Marga berdasarkan kebijakan dan sasaran program sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Marga berdasarkan
hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan

Melakukan tugas kedinasan lain sesuai degnan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Kepala Bidang Bina Marga membawabhi 3 (tiga) jabatan struktural yaitu:

2.1.3.5.1 Seksi Pengembangan Kebinamargaan

Seksi Pengembangan Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan Pengembangan Kebinamargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

— undangan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang efektif dan

efisien dalam mendukung pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala

Seksi Pengembangan Kebinamargaan memiliki uraian tugas:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kebinamargaan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Membagi tugas bawahan di Seksi Pengembagnan Kebinamargaan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pengembangan
Kebinamargaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan
Kebinamargaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kapada bawahan di Seksi Pengembangan
Kebinamargaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Mengoordinasikan penyelenggaraan program pengembangan kebinamargaan;
Melaksanakan pembinaan pengembangan kebinamargaan;

Melaksanakan pengembangan pengawas bidang kebinamargaan;

Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengembangan kebinamargaan
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Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyebarluasan informasi
dan kebijakan yang berkaitan dengan rencana pengembangan kebinamargaan;
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan
Kebinamargaan berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan
dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Kebinamargaan
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.5.2 Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pengendalian dan pemanfaatan kebinamargaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang — undangan dalam rangka pengendalian fungsi

dan manfaat hasil pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan

tugas, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan memiliki uraian

tugas:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan
sesuai dengan program kerja Bidang Bina Marga sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Membagi tugas kapada bawahan di Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan
Kebinamargaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pengendalian dan
Pemanfaatan Kebinamargaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengendalian dan
Pemanfaatan Kebinamargaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Pengendalian dan
Pemanfaatan Kebinamargaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
peraturan — undang untuk penegakan disiplin pegawai:

Mengoordinasikan penyelenggaraan program pengendalian kebinamargaan;
Melaksanakan pembinaan kebinamargaan;

Menyelenggarakan fungsi pengendalian kebinamargaan;
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Melaksanakan pengelolaan laboratorium dan peralatan;

Melaksanakan pemutakhiran data kebinamargaan

Mengoordinasikan pemanfaatan kebinamargaan;

Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebinamargaan;

Melaksanakan fungsi bidang pengawasan kebinamargaan;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian
dan Pemanfaatan Kebinamargaan berdasarkan target dan realisasi kegiatan
sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelasanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan
Kebinamargaan berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.5.3 Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan

Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemeliharaan kebinamargaan sesuai dengan ketentutuan peraturan perundang

— undangan dalam rangka peningkatan kualitas perundang — undangan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan jalan dan jembatan. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan memiliki uraian

tugas:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan sesuai dengan
program kerja Bidang Bina Marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemeliharaan
Kebinamargaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Pemeliharaan
Kebinamargaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
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Mengoordinasikan penyelenggaraan program rehabilitasi/pemeliharaan
kebinamargaan;

Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebinamargaan berdasarkan Norma
Standar Prosedur Kriteria jalan dan jembatan;

Melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan pematusan berdasarkan Norma Standar
rehabilitasi dan pematusan berdasarkan Norma Standar Prosedur Kriteria jalan
dan jembatan;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan
Kebinamargaan berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan
dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan baik lisan

maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.6 Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan sanitasi, air minum dan

sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan untuk

menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air

menyelenggarakan fungsi:

a.

b
c.
d

Perencanaan program kerja Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air;
Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

Penyelenggaraan urusan sanitasi, air minum dan sumber daya air;
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Sanitasi, Air
Minum dan Sumber Daya Air; dan

Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Sanitasi, Air
Minum dan Sumber Daya Air.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Sumber Daya Air memiliki

uraian tugas:

a.

Menyusun program kerja Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air
berdasarkan kebijakan dan sasaran program kegiatan DPUPR sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
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Mengoordinasikan program kerja Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya
Air berdasarkan kebijakan dan sasaran program DPUPR agar kegiatan berjalan
lancar;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sanitasi, Air Mium
dan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;

Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sanitasi, Air minum dan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang — undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sanitasi, Air Minum
dan Sumber Daya Air secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang — undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang
Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang — undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
Menyelenggarakan urusan pengembangan dan pengelolaan jaringan sumber
daya air;

Menyelenggarakan urusan pemeliharaan jaringan sumber daya air;

Melakukan urusan sanitasi dan air minum;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Sanitasi,
Air Minum dan Sumber Daya Air berdasarkan kebijakan dan sasaran program
sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bidang Sanitasi, Air Minum dan
Sumber Daya Air berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan
akuntabilitas kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik
lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Sanitasi, Air Mnum dan Sumber Daya Air membawabhi 3 (tiga)

2.1.3.6.1 Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai

tugas melaksanakan urusan pengembangan dan pengelolaan jaringan sumber daya air

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan untuk menjamin kelestarian

fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kepala
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Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air memiliki uraian

tugas:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Sumber
Daya Air sesuai dengan program kerja Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber
Daya Air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan dan
pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang — undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundang — undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pengelolaan jaringan sumber
daya air;

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang pengelolaan jaringan sumber
daya air;

Melaksanakan penyelenggaraan bidang pengelolaan jaringan sumber daya air;
Melaksanakan perekomendasian penyelenggaraan bidang pengelolaan jaringan
sumber daya air;

Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang pengelolaan jaringan
sumber daya air;

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyebarluasan informasi
dan kebijakan yang berkaitan dengan rencana pengelolaan jaringan sumber daya
air;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air berdasarkan target dan realisasi
kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Sumber Daya Air berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan

akuntabilitas kinerja; dan
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Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.6.2 Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemeliharaan jaringan sumber daya air sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang — undangan dalam rangka merawat sumber air dan prasarana

sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan

prasaranan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemeliharaan

Jaringan Sumber Daya Air memiliki uraian tugas:

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air sesuai
dengan program kerja Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya
Air sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pemeliharaan Jaringan
Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi pemeliharaan Jaringan
Sumber Daya Air sesuai dengan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan — undangan agar terhindar dari
kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Pemeliharaan
Jaringan Sumber Daya Air sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pemeliharaan jaringan sumber
daya air;

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang pemeliharaan jaringan
sumber daya air;

Melaksanakan penyelenggaraan bidang pemeliharaan jaringan sumber daya air;
Melaksanaan perekomendasian penyelenggaraan bidang pemeliharaan jaringan
sumber daya air;

Melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian penyelenggaraan bidang

pemeliharaan jaringan sumber daya air;
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K. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan
Jaringan Sumber Daya Air berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai
bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;

l. Menyusun laporan pelaksanaan kegaitan Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber
Daya Air berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.6.3 Seksi Sanitasi dan Air Minum

Seksi Sanitasi dan Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
sanitasi dan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan
dalam rangka menjamin ketersediaan sanitasi dan air minum yang layak. Dalam
melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sanitasi dan Air Minum memiliki uraian tugas:

a. Merencanakan kegiatan Seksi Sanitasi dan Air Minum sesuai dengan program
kerja Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b.  Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Sanitasi dan Air Minum sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

C. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Sanitasi dan Air Minum sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

d. Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Sanitasi dan Air Minum
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan agar
terhindar dari kesalahan;

e. Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Sanitasi dan Air
Minum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan
untuk penegakan disiplin pegawai;

f. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang sanitasi/penyehatan
lingkungan;

g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang sanitasi/ penyehatan
lingkungan;

h. Melaksanakan penyelenggaraan bidang sanitasi/ penyehatan lingkungan;

i. Melaksanakan perekomendasian penyelenggaraan sanitasi/ penyehatan

lingkungan;
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Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang sanitasi/ penyehatan
lingkungan;

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang air minum;

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang air minum;

Melaksanakan penyelenggaraan bidang air minum;

Melaksanakan perekomendasian penyelenggaraan air minum;

Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang air minum

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sanitasi dan Air
Minum berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan
recana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sanitasi dan Air Minum
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.7 Bidang Jasa Konstruksi

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan

dalam rangka menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan

publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Dalam melaksanakan

tugas, Bidang Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a.

b
c.
d

Perencanaan program kerja Bidang Bina Konstruksi;

Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

Penyelenggaraan urusan pembinaan jasa konstruksi

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Bina
Konstruksi; dan

Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Konstruksi.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Bina Konstruksi memiliki

uraian tugas:

a.

Menyusun program kerja Bidang Bina Konstruksi berdasarkan kebijakan dan
sasaran program kegiatan DPUPR sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
Mengoordinasikan program kerja Bidang Bina Konstruksi berdasarkan kebijakan

dan sasaran program DPUPR agar kegiatan berjalan lancar;
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Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina konstruksi
sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
Bina Konstruksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Konstruksi
secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina
Konstruksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang —
undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Menyelenggarakan urusan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
Menyelenggarakan urusan pemberdayaan dan informasi jasa konstruksi;
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Bina
Konstruksi berdasarkan kebijkan dan sasaran program sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan program Kkerja Bidang Bina Konstruksi
berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/ atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi Membawabhi:

2.1.3.7.1 Kepala Seksi Pengaturan dan pengawasan Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Pengaturan dan pengawasan Jasa Konstruksi Mempunyai Tugas

melaksanakan urusan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang — undangan dalam rangka tertib penyelenggaraan jasa

konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia

jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

memiliki uraian tugas;

Merencanakan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
sesuai dengan program kerja Bidang Konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 36




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk Kkelancaran
pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pengaturan dan Pengawasan
Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengaturan dan
Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Pengaturan dan
Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyebarluasan
peraturan terkait jasa konstruksi;

Menyiapkan pemberian rekomendasi dan/atau advice teknis atas Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dalam rangka penertiban 1zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib
pemanfaatan jasa konstruksi;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang — undangan dalam rangka
terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaturan dan
Pengawasan Jasa Konstruksi berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai
bahan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pengawasan
Jasa Konstruksi berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas
kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/ atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3.7.2 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai Tugas

melaksanakan urusan pembinaan, pemberdayaan dan sistem informasi jasa konstruksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan untuk memberikan arah

pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konsruksi dalam rangka mewujudkan struktur
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usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang

berkualitas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Informasi

Jasa Konstruksi memiliki uraian tugas;

a.

Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa Konstruksi
sesuai dengan program kerja Bidang Bina Konstruksi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan di Seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa
Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Seksi Pemberdayaan dan Informasi
Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

Mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemberdayaan dan
Informasi Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan agar terhindar dari kesalahan;

Membina dan memberikan teguran kepada bawahan di Seksi Pemberdayaan dan
Informasi Jasa Konstruksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang — undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

Melakukan kegiatan pendapatan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan
dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;

Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;

Mengembangkan dan meningkatkan kepasitas badan usaha jasa konstruksi;
Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan
produk konstruksi dalam negeri;

Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non
kecil dan kecil);

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan
dan Informasi Jasa Konstruksi berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai
bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Informasi
Jasa Konstruksi berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabiltas
kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah pimpinan/ atasan baik

lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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2.1.3.8 Pejabat Fungsional

Pejabat Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah
melaksanakan kegiatan dalam rangaka menunjang tugas dan fungsi DPUPR

berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.

2.1.3.9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsinya
secara kelembagaan adalah membantu sebagian tugas dinas dalam bidang/sektor
tertentu yang akan diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota. UPTD mempunyai fungsi
perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional, serta evaluasi perencanaan dan
pelaksanaan teknis operasional.

a. UPTD dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang undangan
yang berlaku;

b.  UPTD mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional, serta
evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi UPTD akan diatur tersendiri bersamaan

dengan pembentukannya dalam Peraturan Kepala Daerah.

2.2 Sumber Daya
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota sebanyak 116 orang, sebagaimana pada tabel berikut:

2.2.1.1.1.1Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Berdasarkan
Pangkat/Golongan/Status

1. Golongan IV 6 Orang

2. Golongan llI 46 Orang
3. Golongan I 28 Orang
4, Golongan | 1 Orang
Jumlah 1-4 81 Orang
5. Non PNS 35 Orang
Jumlah 1-5 116 Orang
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2.2.1.1.1.2Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

1 S2 6 Orang
2 S1 37 Orang
3 D4 2 Orang
4 D3 11 Orang
5 D2 1 Orang
6 SMA/SMK 21 Orang
7 SMP 1 Orang
8 SD 1 Orang
Tenaga Kontrak Daerah (TKD)

1 S2 -

2 S1 22 Orang
3 D4 -

4 D3 -

5 D2 -

6 SMA/SMK 13 Orang
7 SMP -

8 SD -

2.2.2 Aset
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Nilai aset sarana dan prasarana yang tercatat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.2.2.1.1.1Tabel Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2020

1 2 3 4 5
1 Tanah titik 439 284.203.597.868
2 Peralatan dan Mesin Unit 1.544 23.796.834.781
3 Gedung dan Bangunan Unit 199 572.685.575.324
4  Jalan Irigasi dan Jaringan Titik 4.022 2.394.460.045.732
5 Aset Tetap Lainnya Unit 276 38.881.497.076
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit 69 90.678.261.009
Total 6.549 3.404.705.811.790
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan Kkajian terhadap capaian

kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, antara lain

meliputi:

a.

Urusan Pekerjaan Umum merupakan pelayanan yang berkenaan dengan
pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang efektif.
Mencangkup pelayanan jalan, tempat ibadah, rumah tinggal bersanitasi,
pemakaman umum, tempat pembuangan sampah, permukiman layak huni,
drainase dan sempadan sungai yang digunakan bangunan liar.

Pelayanan Penataan Ruang merupakan pelayanan yang berkenaan dengan
penyusunan rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota, penyusunan dan
perencanaan operasional pembinaan penataan ruang, penyusunan kebijakan
teknis pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan
pelaksanaan koordinasi penataan ruang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan PD adalah

indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD

berkenaan, sebagaimana dimuat tabel berikut:
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2.3.1.1.1.1Tabel Capaian Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang 2017 -2021

N Indikator Kinerja  Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Realisasi Capaian Tahun ke-

[ ] 2 5 6 7 8 9 10

Gedung Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 6 unit 5 unit 600%  500%

keagamaan

Pembangunan 7 unit 5 unit 14 unit 3 unit Sunit 5unit 5 unit 80% 100%  100%

gedung/kantor
Tugu, Adipura 1 tugu 2 tugu 3 tugu 4 tugu 4 tugu
dan Monumen Adipura Adipura adipura Adipura adipura
Perjuangan dan 1

adipura
kencana

Presentase 96% 97,38% 97,40% 99,52% 100% 97,38 99,51 99,52 97,62 101,44 102% 102,18
Rumah Tangga % % % % % %
Bersanitasi
Rencana 2 dok
pemanfaatan air
baku air minum
dari laut
Intake air baku air 1 unit
minum dari air
permukaan
Jumlah penduduk 97,39% 98% 98,75% 99% 100% 98,74 99,52 99,53 116,16 101% 101,82
yang terlayani % % % % %
Prosentase 65% 70% 72% 75% 80% 65% 48% 52% 48% 100% 68,57 100% 92,31
pemanfaatan % %
ruang yang
sesuai dengan
RDTR dan
peraturan zonasi
Prosentase 25% 35% 40% 45% 50% 54% 35% 48% - 216%  100%  100% -
bangunan yang
taat terhadap
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perizinan
bangunan
Indikator Kinerja

2
Sistem informasi
tata ruang yang
dapat diakses
publik secara
online
Prosentase data
terupdate dalam
sistem jaringan
informasi
geospasial
daerah
Luas wilayah
kebanijiran

Jumlah Gedung
seni budaya
Jumlah sarana
dan prasarana
pendukung wisata

Pasar tradisional
yang bersih dan
tertib serta
nyaman

Jalan lingkar
Jalan dalam
kondisi baik

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya
5

Simtaru
50%

33,81
Ha

88,19%

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

6 7 8 9 10

65%

29,19
Ha

90,63%
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11

80% 95% 100%

25,17 20,15 13,91 29,81 29,19 26,28 33,78
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

2
Gedung
17 Unit

100% -

2.000 m

97,84%  99,95% 97,64 109,6 99,95 98,89

% 2% % %

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

12 13 14 15 16 17 18 19 20

78%

110%

100%

109,6
2%

100%

102,20
%
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Berdasarkan hasil realisasi indikator kinerja pada periode Renstra sebelumnya,

terdapat beberapa target indikator kinerja yang tidak tercapai. Faktor-faktor yang sangat

mempengaruhi hal ini antara lain adalah prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas SDM,

dan proses pelaksanaan program. Sedangkan indikator kinerja yang tidak tercapai

antara lain:

1. Pembangunan tugu adipura dan monument perjuangan

2. Belum maksimalnya prosentase rumah tangga yang bersanitasi

3. Rencana pembangunan air baku air minum dari air laut

4. Pembangunan intake air baku air minum dari air permukaan

5. Belum maksimalnya prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR
dan peraturan zonasi

6. Belum tercapainya sistem informasi tata ruang yang dapat diakses publik secara
online

7. Belum tercapainya prosentase data terupdate dalam sistem jaringan informasi
spasial daerah

8. Pembangunan gedung seni budaya
Pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata

10. Belum tercapainya pembangunan pasar tradisional yang bersih dan tertib serta
nyaman

11. Pembangunan jalan lingkar

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Bontang dapat dilihat pada Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017

— 2021 yang disajikan dalam tabel berikut:
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2.3.1.1.1.2Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang 2017 -2021
(Dalam Rupiah)

- Rasio Capaian pada Tahun
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- K
e.

2018 [ 2019 |2020(2021

Uraian

. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program 1.603.675.902 3.097.338.500 3.321.782.885 2.177.791.231 1.309.075.173  2.758.617.806  3.080.389.483  2.044.052.191 81,6389,06 92,73 93,86
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program 387.876.500 36.905.576.082 1.659.340.000 883.578.650 386.062.400 32.863.470.993 1.549.843.500 853.879.751 99,5389,05 93,4 96,64
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Program 2.782.511.250 511.015.000 248.870.000 1.325.107.291  474.469.500 245.964.500 47,62 92,85 98,83
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program 109.100.000 195.780.000 48.177.000 140.330.000 44,16 71,68
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
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Rasio Capaian pada Tahun

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- .
e-

Uraian

Program 72.940.000 25.000.000 125.000.000 70.300.000 24.650.000 122.832.500 96,38 98,6 98,27
Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Program 31.962.646.900 1.763.192.400 5.784.882.000 2.234.018.000 28.584.388.250 1.703.991.000 5.617.961.023 2.149.468.669 89,4396,64 97,11 96,22
Pembangunan

Jalan Dan

Jembatan

Program 2.498.232.600 21.855.730.000 32.849.490.384 4.418.461.781  9.464.188.286 2.220.234.600 16.243.793.865 30.300.451.211 4.355.917.691 654.869.250 88,87 74,32 92,24 98,586,92
Pembangunan

Saluran

Drainase/

Gorong-Gorong

Program 22.207.474.000 22.075.752.000 32.519.485.897 57.595.343.180 27.746.410.000 20.670.352.500 21.737.101.425 29.393.309.161 53.244.706.360 2.707.608.960 93,08 98,47 90,39 92,459,76
Pembangunan

Turap/Talud/Bron

jong

Program 9.466.427.750 6.301.606.750 7.563.020.000 23.044.855.679 9.045.576.750 6.049.641.200 7.076.370.648  22.529.088.942 95,55 96 93,57 97,76

Rehabilitasi/Pem
eliharaan Jalan

Dan Jembatan
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- Rasio Capaian pada Tahun
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

Program 2.612.403.000 2.261.000.000 2.327.840.000 2.193.584.493 89,11 97,02
Pengembangan

Dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa Dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya

Program 757.682.000 14.810.876.000 7.728.882.215  8.952.360.850 751.829.000 6.894.105.385  7.207.321.479  7.974.405.476 99,2346,55 93,25 89,08
Pengendalian

Banjir

Program 3.295.252.000 3.266.546.000 99,13
Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Keciptakaryaan

Program 175.159.000 169.555.000 96,8
Pengembangan

Data/Informasi

Program 11.841.880.400 2.797.124.000 74.573.991.319 40.835.755.551 11.444.704.317 2.620.089.305  73.527.233.617 40.280.113.046 96,65 93,67 98,6 98,64
Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Pemerintah

Daerah
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Rasio Capaian pada Tahun

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- .
e-

Uraian

Program 10.788.558.400 15.814.186.000 6.183.000.000 10.300.730.144 10.324.346.400 13.563.717.003 5.261.225.684  9.928.945.659 95,7 85,77 85,09 96,39
Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Pendukung

Pemerintah

Daerah

Program 18.401.939.250 19.940.927.000 34.126.896.000 2.849.004.638 17.298.185.673 19.004.654.550 31.460.864.692 2.680.973.856 94 953 92,19 94,1
Peningkatan

Jalan Dan

Jembatan

Program 50.424.369.485 449.999.996 50.357.432.485 58.490.000 99,87 13
Peningkatan

Infrastruktur

Permukiman

Program 21.000.000 545.376.800 665.379.000 260.950.025 5.836.000 528.001.000 655.349.630 259.965.000 27,7996,81 98,49 99,62
Perencanaan

Tata Ruang

Program 1.558.373.000 1.558.373.000 100

Penataan

Permukiman

Lingkungan

Program 8.656.866.934 15.849.320.000 26.805.124.600 6.673.793.507 7.519.844.201 8.488.027.424  14.698.798.049 24.517.720.301 6.426.431.554 1.443.443.801 98,0592,74 91,47 96,2919,2
Pengembangan
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Rasio Capaian pada Tahun
ke-
2017| 2018 | 2019 (2020|2021

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

Kinerja
Pengelolaan Air
Minum Dan Air
Limbah
Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (Rth)

Program 2.652.812.650 2.106.535.650 79,41
Peningkatan
Sarana Dan

Prasarana Olah

Raga

Program 7.139.031.497 16.435.750.000 59.000.000.000 28.046.368.606 763.135.011 14.809.778.025 58.965.875.704 28.037.176.606 10,6990,11 99,94 99,97
Peningkatan Dan

Pengembangan

Sarana Dan

Prasarana

Perdagangan

Program 100.000.000 999.291.000 99,29
Pengembangan,

Pengelolaan Dan

Konservasi

Sungai, Danau

Dan Sumber

Daya Air Lainnya
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Rasio Capaian pada Tahun
ke-
2017| 2018 | 2019 (2020|2021

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

Program 181.040.000 1.142.501.550 173.691.000 949.430.349 95,94 83,1
Pemanfaatan

Ruang

Program 197.720.000 180.220.000 91,15
Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Program 531.460.000 500.633.750 94,20

Pembangunan

Sistem

Informasi/Data

Base Jalan Dan

Jembatan

Program 29.409.877.123 1.099.725.190 3,74
Sumberdaya Air

(Sda)

Program 16.443.660.785 10.899.296.175 66,28
Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

Program 11.949.448.556 937.796.220 7,85
Pengelolaan Dan

Pengembangan

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 50



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

- Rasio Capaian pada Tahun
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

Sistem
Penyediaan Air
Minum

IProgram 904.953.264 165.200.000 18,26
Pengembangan
Sistem Dan
Pengelolan
Persampahan
Regional
[

Program 46.244.522.272 14.135.475.688 30,57
Penataan

Bangunan

Gedung

Program 38.122.980 31.575.392 82,83
Pengembangan

Jasa Konstruksi

Program 345.660.000 13.564.900 3,92
Penyelenggaraan

Penataan Ruang

TOTAL 189.307.112.518 [181.577.630.532 [294.651.015.850 [188.646.881.842 [150.516.687.463 [172.473.442.924 (158.070.476.349 [279.703.676.482 [181.133.921.801 [32.147.045.576 -----
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Dari data diatas menunjukan rata — rata pertumbuhan anggaran dan realisasi

anggran mengalami kenaikan dan penurunan pada masing — masing program.

Beberapa program yang mengalami kenaikan rata — rata pertumbuhan anggaran adalah:

a.

-~ 0 o o0 T

=2 @

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

Program Pengendalian Banijir;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;

Program Perencanaan Tata Ruang;

Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
serta

Program Pemanfaatan Ruang.

Adapun program yang mengalami penurunan rata — rata pertumbuhan

anggaran adalah:

a.
b.

C.

bl )]

= @

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya;

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah;
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;

Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman;

Program Penataan Pemukiman Lingkungan;

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; dan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Bontang dapat dilihat pada grafik berikut:
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2.3.1.1.1.3 Grafik Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Tahun 2017 — 2021

il

ANGGARAN REALISASI
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Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mengalami peningkatan dan penurunan. Dari grafik dapat dilihat bahwa capaian
anggaran tahun 2017 — 2021 dapat dikatakan baik karena hampir semua anggaran
terserap lebih dari 80%. Sedang untuk per 31 Agustus 2021, realisasi dari jumlah
anggaran masih terbilang cukup rendah hanya 21,36% dari jumlah anggaran.
Rendahnya rasio anggaran ini dikarenakan program/kegiatan masih dalam proses waktu

pengerjaan pada tahun berjalan serta adanya pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya tujuan suatu organisasi, maka diperlukannya suatu analisa
terhadap kondisi internal, dimana perlu dipahami sejauh mana organisasi itu
mempergunakan segala kemampuannya sebagai kekuatan untuk menggerakkan
potensi atau peluang yang ada, sekaligus meminimalisir faktor — faktor yang dapat
menjadi kelemahan dalam organisasi. Jika kelemahan tersebut tidak segera
mendapatkan antisipasi sejak dini, maka hal tersebut akan menjadi suatu ancaman bagi

kelangsungan eksistensi organisasi dalam mencapai tujuannya.
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2.4.1 Tantangan
Pencapaian sasaran Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Bontang pada tahun 2016 — 2021 ini juga masih menyisakan masalah yang belum

sepenuhnya sesuai dengan harapan. Permasalahan yang menjadi tantangan DPUPR

diantaranya terangkum sebagai berikut:

a. Kurangnya sumber daya manusia yang mampu memahami dan melaksanakan
program/kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Kurangnya SDM Perangkat Daerah untuk menjalankan kegiatan/program yang
telah direncanakan.

C. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai,
yang mampu mendukung terlaksananya program atau kegiatan secara baik, aman
dan lancar.

d.  Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan tata ruang kota.

e. Belum lengkapnya data base pada masing — masing bidang.

f. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.

g. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan

infrastruktur.

2.4.2 Peluang
Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja DPUPR dan uraian dari
tantangan diatas, maka dapat diidentifikasikan peluang pengembangan pelayanan

Perangkat Daerah ke depan adalah sebagai berikut, diantaranya:

a. Tersedianya peraturan perundang — undangan yang mengatur kegiatan jasa
konstruksi maupun peraturan penataan ruang kota.

b.  Adanyadukungan darilembaga — lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan lembaga
lainnya yang memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga — tenaga
teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

C. Banyaknya penyedia jasa konstruksi yang tersedia memberi peluang dalam
menyelesaikan kegiatan di bidang jasa konstruksi

d. Tersedianya dukungan dana yang dapat mendukung serta mengakomodir
tuntunan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
meskipun belum secara keseluruhan, sehingga perlu adanya sistem prioritas.

e. Koordinasi yang baik dengan badan/dinas terkait dalam hal pemenuhan data

maupun informasi.

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 54




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

f. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur lebih
terbuka.

Sehingga untuk menangani tantangan dan mengembangkan peluang,
diperlukan solusi terbaik guna pencapaian target yang akan ditentukan, diantaranya
sebagai berikut:

a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra
Kementerian dalam hal ini, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

b.  Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang;

Memiliki daya ungkit untuk Pembangunan Kota Bontang;
d. Prioritas Janji Politik Walikota dan Wakil Walikota periode 2021 - 2026 yang perlu

diwujudkan.
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BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 56 Tahun 2019 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota
DPUPR mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Identifikasi masalah bertujuan untuk dapat mengetahui berbagai faktor yang
dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya
kemampuan pemerintah dalam memanajemen kewenangan yang dimilikinya.
Permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang
dihadapi, akar masalahnya yang dapat dijadikan salah satu dasar perumusan kebijakan
pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan dan
diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena sangat berdampak
terhadap pembangunan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian dari tujuan
penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang. Isu strategis harus
menggambarkan kondisi sebenarnya dari dinamika lingkungan eksternal baik skala
regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberikan dampak terhadap
daerah dan dapat menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah
dan perangkat daerah.

Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi Kota Bontang adalah
permasalah banjir yang cukup serius. Akhir — akhir ini banjir sering terjadi sehingga
sangat mengganggu aktifitas warga Kota Bontang. Berbagai upaya yang sudah
dilakukan ternyata belum optimal dalam mengatasi masalah banijir. Beberapa studi dan
pembangunan sarana pengendalian banjir serta beberapa aturan telah dikeluarkan
untuk pengendalian banjir, namun upaya yang dilakukan kalah cepat dengan
perkembangan kota. Oleh karena itu, maka diperlukannya suatu penataan terpadu
terkait pengendalian banjir dengan menyusun program prioritas dan pendanaan sesuai

dengan kondisi aktual serta prediksi perkembangannya.
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Secara umum terdapat sejumlah permasalahan pada DPUPR, diantaranya

terdapat pada tabel di bawah ini:

3.1.1.1.1.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Masih belum optimal
capaian kinerja PD

2.  Terbatasnya
anggaran rutin yang
sedikit menghambat
operasional
kedinasan

3. Penanganan
pengendalian banjir
yang masih bersifat
parsial dan belum
tuntas

4, Penurunan kualitas
dan kuantitas air

Adanya tumpang tindih
tugas dan fungsi
sehingga beban kerja
tidak merata

Kurang berfungsinya
peran koordinasi
antara sekretariat dan
bidang — bidang
Kualitas pegawai Dinas
Pekerjaan Umum perlu
ditingkatkan

Penyerapan anggaran
yang cenderung
menurun

Trend penganggaran
yang semakin
bertambah/meningkat

Penanganan
normalisasi sungai
belum tuntas

Air
permukaan/overflow
yang bisa berpotensi
banijir, namun belum
dimanfaatkan

Belum
dimanfaatkannya air
permukaan

Dampak pertumbuhan
penduduk/pendatang

a. Terbatasnya jumlah

Sumber Daya
Manusia

. Lambatnya

pengkaderan
pegawai

. Rasio SDM Dinas PU

antara teknik dan non
teknik tidak seimbang

. Kebutuhan akan

bangunan gedung
pemerintahan yang
masih belum
terpenuhi

Perencanaan keuangan
yang belum maksimal

a. Belum dilakukannya

identifikasi,
inventarisasi dan
penanganan
permasalahan banjir
di bagian hulu Sungai
Bontang di Wilayah
Kota Bontang.

. Kejadian bencana

alam seperti banijir
dan tanah longsor
berdampak pada
kerusakannya
Daerah Aliran Sungai
dan berbagai
infrastruktur yang
dibangun

. Penyiapan sumber

air bersih masih
menggunakan
Deepwell/sumur
dalam
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a. Inkonsistensi
pembangunan
jalan kota.

b. Perlu adanya
peningkatan
kapasitas berupa
pelebaran jalan
nasional, provinsi
dan Kota sebagai
pusat kegiatan
ekonomi

Kualitas Kawasan
Perkotaan

berdampak pada
meningkatnya
kebutuhan air dan
listrik

Pertambahan
penduduk yang
tinggi/pendatang
banyak tinggal di
daerah pemukiman
padat dan kumuh
Jaringan pelayanan
irigasi yang belum
memadai

Kondisi jaringan jalan
di Bontang yang
bersifat
terpusat/menijari
berdampak pada
kemacetan terpusat
Sarana pedestrian
jalan belum nyaman
akibat sering bongkar
pasang utilitas

Belum maksimalnya
pelaksanaan
pengendalian dan
pengawasan
pemanfaatan ruang
Banyaknya bangunan
yang terletak di
kawasan — kawasan
yang tidak
diperuntukkan untuk
bangunan berdasarkan
RTRW

Banyaknya bangunan
yang sudah permanen
terutama rumah tinggal
yang belum memiliki
IMB

b. Belum optimalnya

sinergis dan
koordinasi antar
stakeholder terkait
dalam pengelolaan
sumber daya air di
tingkat provinsi
maupun
kabupaten/kota.

. Sarana dan

prasarana lingkungan
permukiman masih
belum terpenuhi

. Rasio jaringan jalan

dengan jumlah
kendaraan yang
masih timpang

. Pertumbuhan

penduduk yang tinggi
di Bontang
berbanding lurus
dengan pertumbuhan
kendaraan bermotor

. Kesenjangan

ekonomi masyarakat

. Pertumbuhan

ekonomi yang
melemah

. Banyaknya

pelanggaran
pemanfaatan ruang
akibat kegiatan
pembangunan yang
tidak melakukan
prosedur perijinan

. Masih kurangnya

koordinasi dengan
pihak kelurahan
dalam melakukan
deteksi awal kegiatan
pemanfaatan ruang
dan alih fungsi lahan
di wilayah kelurahan.

. Kurangnya

pemahaman
masyarakat tentang
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Belum tersusunnya
pola pembinaan jasa
konstruksi

Belum tersedianya data

jasa konstruksi yang
lengkap dan akurat

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Izin Mendirikan
Bangunan
d. Kurangnya peran
serta masyarakat
dalam pemanfaatan
ruang disebabkan
oleh tidak pahamnya
masyarakat tentang
permasalahan tata
ruang
e. Masih Kurangnya
SDM aparat yang
mengetahui dan
mengerti tentang tata
cara pembuatan
gambar bangunan
Kurangnya minat para
pelaku jasa konstruksi
dalam mengajukan
tenaga untuk mendapat
pelatihan tenaga
terampil konstruksi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Bontang Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Bontang menggambarkan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan

selama 5 (lima) tahun. Didasarkan pada potensi sumber daya daerah dan kondisi

masyarakat serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa yang akan

datang, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021

- 2026, ditetapkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Bontang adalah

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab” dengan misi sebagai
berikut:

a.

Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.

Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan

lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta

pelestarian lingkungan hidup.
Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia.
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang sebagai salah satu
Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi.
Tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan misi yang telah ditetapkan adalah
Misi 2 yaitu “Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan
berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan
infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup” dengan program sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

~ ® oo o

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penyelenggaraan Jalan

= @

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Tujuan dan Sasaran pada misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang adalah:
‘Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Yang Layak Huni, Cerdas dan
Berwawasan Lingkungan”. Tujuan pembangunan ini adalah rumusan strategi yang
menggambarkan pencapaian implementasi misi “Kota Bontang Berkelanjutan Yang
Layak Huni, Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan Melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial
Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup”. Pencapaian tujuan
pembangunan ini akan berkaitan erat dengan keberhasilan melaksanakan
pembangunan kota yang semakin maju perkembangan kotanya hamun pada saat yang
sama tetap mampu menjaga keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan. Penerapan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan secara konsisten
akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang menjadi kota yang
berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan misi Kota Bontang
berkelanjutan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan
ekonomi, sosial budaya, dan insfrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup tentunya
terdapat faktor-faktor pendorong maupun penghambat, antara lain:

a.  Faktor Pendorong
. Tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil untuk melaksanakan

pekerjaan;
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. Tersedianya layanan pengaduan / permohonan dari masyarakat sehingga
setiap kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas dapat segera
dilaksanakan dan masyarakat dapat membantu melakukan monitor kondisi
rehabilitasi/pemeliharaan;

. Tersedianya program peningkatan kualitas SDM dan pelatihan sertifikasi
tenaga ahli;

. Tersedianya peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, pengadaan
barang/jasa, jalan dan sumber daya air;

. Jumlah penyedia jasa konstruksi yang cukup banyak;

. Tersedianya sarana prasarana alat berat yang mendukung pelaksanaan
pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan di lapangan;

b. Faktor Penghambat

. Kondisi wilayah belum sepenuhnya kondusif bagi pembangunan;

. Kualitas pembangunan serta penataan ruang perkotaan masih belum
optimal;

. Kualitas lingkungan hidup menurun;

. Kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur belum optimal;

o Area genangan banijir relatif luas;

. Kurang tegasnya aparat berwenang dalam penegakan aturan yang berlaku

sehingga masyarakat semakin tidak tertib.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota
Bontang, maka Kepala Daerah menetapkan Program Unggulan yang merupakan janji
politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya akan
dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah penanggung jawab. Adapun
Program Unggulan Kepala Daerah yang terkait dengan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang kota adalah Program Unggulan Bontang Baru yang merupakan
singkatan dari “Bersih, Asri, Lestari dan Maju”. Program ini dijabarkan kedalam
sejumlah rencana aksi yang secara keseluruhan dimaksudkan sebagai komitmen
Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen masyarakat Kota Bontang untuk
mewujudkan Wajah Baru Kota Bontang yang Lebih Hebat yakni Kota Bontang yang
Lebih Bersih, Lebih Asri, Lebih Lestari dan Lebih Maju Kotanya menuju Kota
Berkelanjutan yang Nyaman, Cerdas dan Layak Huni. Adapun program yang terkait
dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.
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3.2.1.1.1.1Tabel Tabel Program Unggulan (Janji Politik) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pembangunan
Daerah RPIMD

No. Program Unggulan Penjelasan Kategori

1. Program Pengendalian Mengurangi luas genangan banjir di Kota Bontang melalui sistem pengendalian banjir yang terintegrasi
. Banijir dari hulu ke hilir, melalui :
Penguatan kerjasama antar daerah dalam Mulai Tahun 2022 - 2026 Bontang Baru Program Pengelolaan Sumber
penanganan daerah hulu, antara lain: Daya Air (SDA)
pembangunan Bendali Suka Rahmat, dan
kerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk
mengoptimalkan fungsi Waduk Kanaan
dalam pengendalian banjir dengan
melakukan revitalisasi Waduk Kanaan
Normalisasi sungai-sungai di Kota Bontang 10,26 km panjang sungai yang Bontang Baru Program Pengelolaan Dan
. dinormalisasi Pengembangan Sistem Drainase
Bontang Baru Program
Penyelenggaraan
Jalan
Penataan bantaran sungai 98 bangunan Bontang Baru Program Pengelolaan Sumber
. (735m) Daya Air (Sda)
Program Penataan Bangunan
. Dan Lingkungannya
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Program Pembangunan
Daerah RPIMD

Penjelasan Kategori

Pembangunan polder 3 unit Bontang Baru Program Pengelolaan Dan

Pengembangan Sistem Drainase

Dalam rangkapeningkatan pertumbuhan investasi akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,

melalui:

Pembangunan Mall Pelayanan Publik 2022-2023 Bontang Bangkit Program Penataan Bangunan
Gedung

Upaya mewujudkan Kota Bontang dengan Bontang Baru

penataan sarana dan prasarana kota yang

mantap dan berkelanjutan dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan seluruh aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat:

Pembangunan dan peningkatan aksesibilitas 95%  akses jalan dan Bontang Baru Program

jalan dan perlengkapan jalan (trotoar dan perlengkapan jalan dalam Penyelenggaraan

median jalan) kondisi baik Jalan

Peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih 100 % masyarakat terlayani Bontang Baru Program Pengelolaan Dan

sanitasi dan air bersih Pengembangan Sistem Air

Limbah

Pembangunan jalan alternatif/ Jalan lingkar Panjang 3,8 Km Bontang Baru Program Penyelenggaraan Jalan
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3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian PUPR RI
Sampai dengan saat ini Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang mengacu kepada

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga kami menyusun

berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2020 — 2024. Untuk mewujudkan pembangunan nasional visi

Kementerian PUPR RI periode 2020 — 2024, “Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam pelayanan

kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan

Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan misi

Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat,
dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b.  Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam
menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas,
perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah
yang terpadu.

C. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola,
perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi,
dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan
misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

a. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air
untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian,
pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi

dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam
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b. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi
peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan
daya saing.

C. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman
yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan
pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

d. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM nasional bidang
konstruksi yang kompeten dan profesional.

e. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan
terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Dari tujuan yang tercantum dalam renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang antara lain Peningkatan
ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi
kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi,
industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan
risiko/kerentanan bencana alam, Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan
yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien
dan penguatan daya saing, Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan
infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan
pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif,
bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian tujuan renstra
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Pengembangan infrastruktur dipandang dapat memberikan kontribusi langsung
terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan jika
dilakukan secara sistemik;

2. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271
juta jiwa di tahun 2020;

3. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang akan terus meningkat yaitu mencapai 271
juta jiwa di tahun 2020;

4. Perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan terutama

disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara berlebihan;
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5.  Secara geografis Indonesia terletak di kawasan “ring of fire” yang memiliki banyak
gunung api yang aktif hingga mencapai 130 gunung;

6. Kesenjangan wilayah timur dan barat, Bappenas 2012 mencatat fakta bahwa
beberapa wilayah bahkan bertumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional,

7. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan
rencana tata ruang, sehingga berimplikasi pada kerusakan alam.

Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin pada pola pengaturan,

pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

3.3.2 Telaah Renstra PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi
Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur. DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis
daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat yang
dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung
jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Dinas DPUPR-PERA merupakan pelaku pembangunan yang diharapkan
mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kalimantan Timur. Maka telah ditetapkan tujuan Renstra DPUPR-PERA,
sebagai berikut:

“‘Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Pembangunan Guna Mendukung
Kedaulatan Kalimantan Timur dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan”

Atas dasar tujuan di atas, dirumuskan 6 (enam) Sasaran Renstra DPUPR-
PERA, sebagai berikut:

Meningkatnya konektivitas antarkawasan;

Menurunnya kawasan kumuh;

Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur ke-cipta karya-an;
Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air;

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang; dan

2N S o

Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi.

Dari tujuan dan sasaran dalam renstra DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur
semua poin 1(satu) s/d 6 (enam) terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Bontang. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam
Renstra DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur Antara Lain:

1. Faktor Pendorong
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a. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi
di Provinsi Kalimantan Timur
b. Tuntunan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik
c. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas infrastruktur sumberdaya air.
2. Faktor Penghambat
a. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang
mantap;
b. Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada
pelaksanaan konstruksi;
C. Rendahnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi dan pelayanan informasi
konstruksi.

d. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis RPIJMD
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang dituangkan dalam
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 — 2039. Tujuan Penataan Ruang Bontang
adalah untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri
yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
antarwilayah nasional, provinsi maupun kota dan antar Kawasan Peruntukan Lindung
maupun peruntukan budi daya sebagai bagian dari pusat kegiatan nasional kawasan
perkotaan Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

Adapun kebijakan dan strategi tata ruang yang menjadi strategi dan arah
kebijakan pembangunan kewilayahan, beserta indikasi program tata ruang yang menjadi
arahan lokasi/letak/posisi dari program pembangunan dalam RPJMD 2021 - 2026 yang
sesuai dan menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Bontang terdapat pada tabel di bawah ini:
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3.4.1.1.1.1Tabel Telaah Program RTRW Kota Bontang Tahun 2021 — 2026

Indikasi Program Tahun Pelaksanaan
Pembangunan

REE RPIMD 2022 2023 2024 2025 2026 |
Membagi dan mengembangkan pusat — pusat pelayanan wilayah kota sesuai karakteristik dan

Program

No PD Lokasi

potensi wilayah deng

an tetap memperhatikan keseimbangan wilayah

1. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Bontang
pusat PENATAAN Lestari
pelayanan kota | BANGUNGAN

GEDUNG

2. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Kota
sub pusat PENYELENGGARAAN Bontang
pelayanan kota | PENATAAN RUANG

3. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
pusat PENATAAN Kelurahan
lingkungan BANGUNAN DAN

LINGKUNGANNYA
PROGRAM DPUPR
PENATAAN

BANGUNAN GEDUNG

Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara dengan mengintegrasikan

pelayanan inter dan antar moda

4. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
sistem jaringan | PENYELENGGARAAN kelurahan
transportasi JALAN
darat

Mengembangkan jaringan komunikasi yang melayani seluruh wilayah kota

5. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
jaringan PENATAAN Kelurahan
bergerak BANGUNAN GEDUNG

Mengembangkan jaringan sumber daya air untuk pengendalian banjir dan penyediaan air baku

6. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Guntung,
sistem jaringan | PENGELOLAAN G.Telihan,
sumber daya SUMBER DAYA AIR Kanaan
air lintas (SDA)
kabupaten/kota

7. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Bontang
sistem jaringan | PENGELOLAAN Lestari,
sumberdaya air | SUMBER DAYA AIR Kanaan,
kota (SDA) G.Elai,

Tj.Laut,
Bontang
Kuala

Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air minum, pengolahan air limbah dan
limbah bahan berbahaya beracun, pengolahan persampahan kota, jaringan evakuasi bencana, jaringan
drainase, jaringan pejalan kaki, dan jalur sepeda

8. | Pengembangan
sistem
penyediaan air

minum

PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)

DPUPR | Kanaan
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Program

Indikasi Program

Tahun Pelaksanaan

No Pembangunan PD Lokasi ‘
SIS RPIMD 2022 2023 2024 2025 2026 |
PROGRAM DPUPR | Semua
PENGELOLAAN DAN kelurahan
PENGEMBANGAN
SISTEM
PENYEDIAAN AIR
MINUM
9. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
sistem PENGELOLAAN DAN kelurahan
pengolahan air | PENGEMBANGAN
limbah SISTEM AIR LIMBAH
10. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
sistem jaringan | PENGELOLAAN DAN kelurahan
drainase PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
PROGRAM DPUPR | Semua
PENYELENGGARAAN kelurahan
JALAN
11. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
sistem jaringan | PENYELENGGARAAN kelurahan
pejalan kaki JALAN
Menetapkan kawasan peruntukan lindung di ruang darat dan ruang laut
12. | Perlindungan PROGRAM DPUPR | Loktuan,
kawasan PENYELENGGARAAN G.Elai,
perlindungan PENATAAN RUANG Bontang
setempat Baru,
Bontang
Kuala,
Guntung,
Tj. Laut
Indah,
Bontang
Lestari,
G.Telihan
, Kanaan,
Satimpo,
Api-Api

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 69



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikasi Program

Program
\[o] Pembangunan
Utama RTRW RPJMD
13. | Perlindungan PROGRAM
kawasan PENYELENGGARAAN
ekosistem PENATAAN RUANG
mangrove

PD Lokasi

DPUPR

Tahun Pelaksanaan

2022 | 2023 2024 2025 2026

Guntung,
Loktuan,
G.Elai,
Bontang
Baru,
Bontang
Kuala, Tj.
Laut
Indah,
Berbas
Pantai,
Satimpo,
Bontang
Lestari

Mengembangkan RTH

perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga

persen) dari luas wilayah

14. | Penyediaan PROGRAM DPUPR | Semua
dan PENATAAN kelurahan
pemanfaatan BANGUNAN DAN
RTH Publik LINGKUNGANNYA

PROGRAM DPUPR | Semua
PENYELENGGARAA kelurahan
N PENATAAN RUANG
Penyediaan PROGRAM DPUPR | Semua
dan PENYELENGGARAAN kelurahan
pemanfaatan PENATAAN RUANG
RTH Privat

Mengembangkan kegiatan budi daya berbasis k

elautan (maritim) yang memiliki keterkaitan dengan
sumber daya wilayah darat dan daerah sekitar Kota Bontang

15. | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Kota
kawasan PENATAAN Bontang
pariwisata BANGUNAN GEDUNG

Mengakomodasi kebutuhan kegiatan sektoral dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Bontang

secara sinergi dan berkelanjutan

16 | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
kawasan PENYELENGGARAAN kelurahan
perdagangan PENATAAN RUANG
dan jasa

17 | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Semua
kawasan PENATAAN kelurahan
perkantoran BANGUNAN GEDUNG

18 | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | G.Elai
kawasan PENATAAN
peribadatan BANGUNAN GEDUNG

19 | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | Kota
kawasan PENGELOLAAN Bontang
sumber daya SUMBER DAYA AIR
air (SDA)
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Mengembangkan kegiatan budi daya yang adaptif dan meminimalkan potensi dampak akibat bencana
banjir

20 | Pengembangan | PROGRAM DPUPR | G.Elai,
Kawasan PENYELENGGARAAN G.Telihan
Rawan PENATAAN RUANG , Kanaan,
Bencana Banjir | PROGRAM Satimpo,

PENATAAN Api-Api,
BANGUNAN DAN Bontang
LINGKUNGANNYA Kuala

Dalam penataan ruang dan pemanfaatan lahan pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 — 2039 terdapat 12 (dua belas) isu strategi yang
harus lebih diintensifkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Kilang Minyak
Rencana pembangunan kilang minyak merupakan kebijakan nasional yang
menjadi Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
dengan kebutuhan lahan paling sedikit 800 (delapan ratus) hektar.
2. Reklamasi Pantai
Seiring dengan perkembangan Kota Bontang, kebutuhan lahan di beberapa area
terutama yang berbatasan dengan laut untuk kebutuhan industri semakin
meningkat. Kebutuhan ini mendorong perlu dilakukannya reklamasi pada
beberapa wilayah di Kota Bontang. Setidaknya terdapat 3 (tiga) lokasi rencana
reklamasi, yaitu di lokasi rencana kilang minyak seluas * 93,55 hektar, lokasi
rencana kawasan peruntukan industri Bontang Lestari seluas + 45,05 hektar, dan
lokasi rencana perluasan TPI/PPI seluas + 1,64 hektar.
3. Perubahan Kawasan Hutan
a. Hutan Lindung Bontang
Penyesuaian batas HL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada
Kelompok Hutan Sungai Santan - Sungai Separi - Sungai Benasar Besar -
Sungai Banumuda seluas 402.987,70 Hektar di Kota Bontang, Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan keputusan tersebut terdapat Hutan Produksi Konversi seluas
62,07 hektar dan Hutan Lindung Bontang seluas 4.609,08 hektar.
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b.  Taman Nasional Kutai
Penyesuaian batas TNK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.4194/Menhut-VII/KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman
Nasional Kutai seluas 192.709,55 hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Terdapat Taman Nasional Kutai sekitar 648,15 hektar di dalam wilayah Kota
Bontang.
Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari dan Pelabuhan Kawasan
Peruntukan Industri
Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan kawasan peruntukan
industri baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Kawasan peruntukan
industri tersebut perlu dikembangkan dan disinkronisasi dengan rencana
pengembangan pelabuhan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
kawasan tersebut.
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Pemerintah Kota Bontang sudah mendelineasi LP2B dalam RTRW Kota Bontang
Tahun 2019 - 2039 sekaligus melakukan koreksi terhadap kawasan pertanian
dalam RTRW Kota Bontang sebelumnya dengan menggunakan data area
pertanian eksisting dan disesuaikan dengan arahan pengembangan perkotaan.
Pembatasan pembangunan permukiman di atas laut
Sepanjang pesisir Kota Bontang terdapat berbagai macam aktivitas sosial
ekonomi, salah satunya berupa permukiman masyarakat yang umumnya belum
terintegrasi baik dengan prasarana, sarana dan utilitas kota sehingga
menimbulkan berbagai permasalahan dari aspek lingkungan, sosial maupun
ekonomi, sehingga perlu pembatasan pembangunan permukiman di atas air
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta arah
pengembangan perkotaan.
Penyesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
mengamanatkan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH minimal 30% dari
luas wilayah kota, dengan paling sedikit 20% merupakan RTH publik.
Perkembangan Kota Bontang yang semakin pesat menuntut terjadinya perubahan
pemanfaatan lahan dari semula RTH menjadi Kawasan Budidaya atau sebaliknya
sehingga dilakukan penyesuaian terhadap lokasi dan luas RTH di Kota Bontang

dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas,
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memperhitungkan kebutuhan luas minimum RTH, serta menyesuaikan distribusi
spasial dengan struktur, fungsi dan jenis ruang terbuka hijau tersebut.
Sinkronisasi dengan Masterplan Kawasan Industri

Sebagai salah satu perusahaan industri dan pengelola kawasan industri yang
menempati wilayah cukup luas di Kota Bontang, perkembangan guna lahan pada
area milik PT Pupuk Kaltim dan PT. Kaltim Industrial Estate (KIE) menentukan pola
pemanfaatan ruang dan lahan dalam RTRW Kota Bontang secara umum.

Jalan Lingkar (Coastal Road)

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan jalan lingkar yang akan
menghubungkan dari Kelurahan Lok Tuan di Kecamatan Bontang Utara menuju
Kelurahan Tanjung Laut Indah di Kecamatan Bontang Selatan, berpotensi
mengubah penggunaan lahan di sepanjang ruas jalan tersebut dalam RTRW Kota
Bontang Tahun 2019 - 2039.

Jalur bebas hambatan dan jalur kereta api

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana
pembangunan jalan bebas hambatan dari Kota Balikpapan menuju Kota Sangatta
melalui Kota Bontang, dan rencana pembangunan jalur kereta api Trans
Kalimantan yang melalui Kota Bontang dilengkapi dengan fasilitas stasiun sedang.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana
pembangunan jaringan transmisi air baku air minum dari Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dalam kerangka SPAM Regional.

Selain itu terdapat perencanaan pembangunan Bendung Estuary di Kelurahan
Bontang Lestari untuk memenuhi kebutuhan air baku air minum dari air permukaan
di Kota Bontang secara umum, dan untuk kawasan industri secara khusus.
Penanggulangan banijir

Dalam RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036, terdapat rencana perluasan
Danau Kanaan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Bontang. Selain itu,
berdasarkan Studi Penanggulangan Banjir Kota Bontang, Pemerintah Kota
Bontang memiliki rencana pembangunan polder di Kelurahan Bontang Kuala,
Kelurahan Gunung Telihan dan Kelurahan Tanjung Laut sebagai salah satu
rencana penanggulangan banijir di Kota Bontang.

Adapun faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganan

permasalahan berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:
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1. Faktor pendorong
a. Meningkatkan peran stakeholder untuk mempercepat legislasi produk
hukum terkait penataan ruang
b.  Dukungan anggaran yang memadai untuk membangun satu data dan
manajemen pembangunan kota yang komprehensif antar OPD dalam
mendukung program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
C. Penyediaan aparat dengan jabatan fungsional perencanaan tata ruang yang
profesional dan penyediaan PPNS.
2. Faktor Penghambat
a. Masih minimnya peran serta stakeholder baik tingkat pusat, provinsi maupun
tingkat kota dalam penataan ruang sehingga memperlambat perwujudan
rencana tata ruang kota
b.  Perangkat hukum pendukung pada bidang lainnya seperti bidang lainnya
seperti bidang gedung, bidang jalan, Bidang Perhubungan, sumber daya air,
pertanian/pangan, bidang energi, dan lainnya yang belum mencapai
sinkronisasi dan keterpaduan tujuan.

C. Penyediaan aparat yang professional pada OPD tidak mudah diperoleh.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah KLHS Renstra bertujuan agar prinsip pembangunan berkelanjutan
menjadi dasar pertimbangan dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program
pembangunan daerah dengan berbasis pada analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Setelah dilakukan analisis faktor pembatas lingkungan terhadap intervensi
upaya tambahan tersebut, diperoleh 5 indikator TPB yang perlu penyesuaian upaya

tambahan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
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Lingkungan

3.4.2.1.1.1 Tabel Rekomendasi KLHS Kota Bontang

Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap
layanan sumber air
minum layak dan
berkelanjutan

Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap
layanan sumber air
minum layak

Proporsi populasi
yang memiliki akses
layanan sumber air
minum aman dan
berkelanjutan

Persentase rumah
tangga yang memiliki
akses terhadap
layanan sanitasi layak

Proporsi rumah
tangga yang terlayani
sistem pengelolaan
lumpur tinja

Air

Ruang hidup
Iklim

Tata air dan
banjir

Air

Ruang hidup
Iklim

Tata air &
banjir
Pencegahan
bencana
Pemurnian
air

Air

Ruang hidup
IKlim

Tata air &
banijir
Pencegahan
bencana
Pemurnian
air

Air

Ruang hidup
Iklim

Tata air &
banjir
Pencegahan
bencana
Pemurnian
air

Ruang hidup
- Penguraian
limbah

Penanganan
pengurangan luas
hutan di hulu DAS
Mewajibkan semua
pemilik bangunan
membuat sumur
resapan
Menambahkan RTH
dan Hutan Kota
Penanganan
pengurangan luas
hutan di hulu DAS
Meningkatkan
kapasitas produksi
air minum
Memperluas
jaringan distribusi air
minum

Penanganan
pengurangan luas
hutan di hulu DAS
Meningkatkan
kapasitas produksi
air minum
Memperluas
jaringan distribusi air
minum

Program bantuan
fasilitas bagi
penduduk miskin

Pengadaan armada
layanan pengelolaan
lumpur tinja
Pengadaan instalasi
pengolah lumpur
tinja terpadu bagi
masyarakat miskin
dan pemukiman
padat
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3.4.2.1.1.2Tabel Permasalahan KLHS Kota Bontang

Kualitas fisik perkotaan belum 1 Pelayanan penyediaan air minum yang
layak dan maju layak dan aman belum maksimal

2 Pelayanan pengelolaan air limbah
domestik yang layak dan aman belum
optimal

3 Penanggulangan banjir dan bencana
lainnya belum terkoordinasi secara
optimal

4 Penanganan drainase perkotaan,
drainase jalan dan drainase lingkungan
belum terintegrasi secara baik

5 Penataan sungai dan bantaran sungai
belum berjalan maksimal

6 Pengembangan infrastruktur pengendali
banijir belum dilaksanakan

7 Kerjasama pengendalian & pengelolaan
DAS Bontang & DAS Guntung belum

berjalan
Kualitas lingkungan hidup 1 Pengendalian & pengawasan lingkungan
belum lestari dan berkelanjutan kegiatan industri belum maksimal
2 Kesadaran masyarakat/pelaku usaha
dalam

pengelolaan air limbah belum merata

3 Pengendalian & pengawasan lingkungan
pengelolaan air limbah industri &
domestik belum maksimal

4 Perencanaan & pengendalian
pemanfaatan
ruang belum optimal

3.4.2.1.1.3 Tujuan Pembangunan dan isu Strategis

Lingkungan  Tujuan 6: Menjamin Masih terdapat warga kota yang belum
Ketersediaan serta Pengelolaan memperoleh layanan air bersih, masih
Air Bersih dan Sanitasi Layak terbatasnya kapasitas prasarana dan
yang Berkelanjutan untuk semua  sarana pemenuhan air baku, DDDTLH

air sudah terlampui

Tujuan 12: Menjamin Pola Masih tingginya timbunan sampah
Produksi dan Konsumsi yang domestik warga
Berkelanjutan
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Adapun faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganan permasalahan
berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:
1. Faktor pendorong
a. Adanya penyediaan kebijakan mengenai layanan penyediaan air bersih,
penanganan banjir, peningkatan sanitasi, serta peningkatan kapasitas air
minum.
2. Faktor Penghambat
a. Belum optimalnya sinergis dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam
pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
b. Belum maksimal terlaksananya program sanitasi serta pembangunan air
baku.

3.5 Penentuan Isu — Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu penanganan analisis lingkungan eksternal
terhadap hasil pencapaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta
permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis merupakan keadaan yang jika tidak
diantisipasi, akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila
tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang yang dapat meningkatkan layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD
senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna
layanan. Oleh Karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan
eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan
perangkat daerah, Telaah RPIJMD Kota Bontang, Telaahan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bontang Terpilih, telaahan Renstra
Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Renstra Dinas PUPR-PERA Provinsi
Kalimantan Timur, Pertimbangan RTRW dan KLHS, serta identifikasi internal , isu-isu
strategis yang akan ditangani pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanggulangan dan penanganan banijir.

2. Masih ada wilayah yang belum terjangkau air bersih.
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Belum optimalnya perencanaan dan pemeliharaan jaringan drainase.

Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan jalan dan fasilitas
pelengkapnya.

Tingkat ketaatan masyarakat terhadap RTRW yang masih rendah.

Kurang peran aktif para pelaku jasa konstruksi dalam memperoleh informasi.
Kurangnya ketersediaan sarana air limbah sistem komunal.

Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengolahan persampahan regional
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BAB 4
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang
menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat
Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran
serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang
dalam tabel berikut:
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Meningkatkan kuantitas,
kualitas dan fungsi
sarana prasarana
pengairan

Memenuhi kebutuhan
air minum yang layak
bagi masyarakat

Menciptakan drainase
dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air
tidak tersumbat
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4.1.1.1.1.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 — 2026

Indikator

Tujuan

Presentase
sarana
prasarana
dalam kondisi
baik

Presentase
akses air
minum yang
layak bagi
masyarakat
Presentase
drainase
kondisi baik

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya kapasitas Presentase kapasitas

unit embung/
penampungana air/
sumur air tanah/air
baku, meningkatnya
kapasitas aliran sungai
secara maksimal,
meningkatnya daya
tampung
danau/polder/kolam
retensi sebagai
penampungan
kelebihan air hujan.

Meningkatnya jumlah
penduduk yang telah
terakses/terlayani oleh
air minum

Meningkatnya
persentase jumlah
drainase perkotaan
yang baik dan layak

unit embung/
penampungana air/

Kondisi
Awal
Tahun
2021
76%

sumur air tanah/air baku

Persentase kapasitas
aliran sungai secara
maksimal

Persentase daya
tampung
danau/polder/kolam
retensi sebagai
penampungan
kelebihan air hujan
Presentase penduduk
berakses air minum

Presentase drainase
perkotaan dalam
kondisi baik

91,52%

80,67%

81,18%

91,52%

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun

Tahun
2022

87%

92,02%

82,90%

82,19%

92,02%

Tahun
2023

87%

92,52%

85,13%

83,12%

92,52%

Ke-

Tahun
2024

87%

93,02%

87,36%

83,99%

93,02%

Tahun
2025

87%

93,52%

89,59%

84,80%

93,52%

90%

94,02%

91,82%

85,54%

94%
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Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun
Ke-
Kondisi
Awal
Tahun

Indikator Sasaran

Sasaran
Tahun

2025

Tahun
2024

Tahun
2023

Tahun
2022

Meningkatkan jalan
dalam kondisi baik

Wajah Kota yang tertata
dengan baik

Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
penataan ruang dengan
meningktakan
kesadaran masyarakat
akan aturan tata
bangunan yang berlaku
Bertambahnya
pengetahuan dan
keterampilan bagi
pelaku jasa konstruksi

Presentase
pembangunan
dan
rehabilitasi
jalan

Presentase
wajah kota
yang tertata
dengan baik

2021

Presentase jalan kota 89,99% 90%  90,01% 90,02% 90,03% 90,04%

dalam kondisi baik

Meningkatnya
presentase jumlah jalan
dalam kondisi baik

Rasio bangunan ber 0,12% 0,17% 0,22% 0,27% 0,32% 0,37%

IMB

Meningkatnya
presentase daerah yang
telah sesuai dengan
perencanaan tata ruang
Kota Bontang.
Meningkatknya kualitas
penataan ruang dan
pengendalian
pemanfaatan ruang

Presentase lembaga 70% 77%  79,50% 81,50% 83% 85%

jasa konstruksi yang
memiliki tenaga
bersertifikat dan
mendapat informasi
jasa konstruksi

meningkatnya tenaga
kerja dan ahli konstruksi
yang bersertifikat

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 81




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun
Ke-
Kondisi
Awal
Tahun

Indikator

. Indikator Sasaran
Tujuan

Sasaran
Tahun

2025

Tahun
2024

Tahun
2023

Tahun
2022

2021

Terciptanya lingkungan Presentase Meningkatnya  jumlah Presentase rumah 94,96% 95,50% 96% 96,50% 97%  97,50%
yang sehat dan akses sanitasi rumah tangga yang tangga yang terlayani
meningkatnya memperoleh layanan limbah sistem komunal
pengolahan dan pengolahan air limbah
pengembangan sistem secara domestik
air limbah
Bertambahnya Meningkatnya jumlah Presentase jumlah 46% 51% 56% 62% 69% 76%
kapasitas kapasitas TPA/TPST/SPA/3R/ITPS
TPA/TPST/SPA/3RI/TPS TPA/TPST/SPA/3R/TPS di Kota Bontang
pada tiap daerah Kota
Bontang
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat 9 (sembilan) tujuan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Bontang yaitu: 1) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi
sarana prasarana pengairan, 2) Memenuhi kebutuhan air minum yang layak bagi
masyarakat, 3) Menciptakan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat, 4) Meningkatkan jalan dalam kondisi baik, 5) Wajah Kota yang tertata dengan
baik, 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan meningkatkan
kesadaran masyarakat akan aturan tata bangunan yang berlaku, 7) Bertambahnya
pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku jasa konstruksi, 8) Terciptanya lingkungan
yang sehat dan meningkatnya pengolahan dan pengembangan sistem air limbah, 9)
Bertambahnya kapasitas TPA/TPST/SPA/3R/TPS.

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang digunakan
sebagai capaian tujuan dan indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk indikator
sasaran menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang digunakan.
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BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Bontang
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah, maka dirumuskan
strategi dan kebijakan dalam Rentra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Bontang Tahun 2021 — 2026 sebagai berikut:

5.1.1 Strategi
Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang pada
periode 2021-2026 merupakan cara untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran.
Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Meningkatnya pengelolaan dan pembangunan sistem drainase;

Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur Jalan;

1.

2.

3

4

5. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang;

6 Meningkatnya Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;

7 Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung demi kelayakan bangunan;
8 Meningkatnya Pengembangan Pengembangan Jasa Konstruksi;

9 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbabh;

10. Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional,

5.1.2 Arah Kebijakan
Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

pada periode 2021-2026 merupakan cara untuk mecapai Strategi yang telah di tentukan.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) Wilayah Kota Bontang;

2. Pegembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kota Bontang;

3. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dalam
Wilayah Kota Bontang;

4. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung

dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;
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11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
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Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;

Penetapan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Kota
Bontang;

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Kota Bontang;

Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Bontang

Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Kota Bontang
Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Kota
Bontang;

Penyelenggaraan bangunan gedung, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB)
dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di wilayah Kota Bontang;
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Wilayah Kota
Bontang;

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kota
Bontang;

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil);
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi;

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Wilayah Kota
Bontang;

Pengembangan dan pengelolaan Persampahan di Wilayah Kota Bontang;

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran

Perangkat Daerah tercantum pada tabel dibawah ini.

5.1.2.1.1.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan
berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan
infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan 1. Pengelolaan
kualitas, kapasitas unit pengelolaan Sumber Daya Air
kuantitas dan embung/penampungan dan Bangunan
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fungsi sarana
prasarana

pengairan

Memenuhi
kebutuhan air
minum yang
layak bagi
masyarakat

Menciptakan
drainase dalam
kondisi baik/
pembuangan
aliran air tidak
tersumbat

Meningkatkan
jalan dalam
kondisi baik
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air/sumur air tanah/ air - Sumber Daya Air

baku, meningkatnya (SDA)
kapasitas aliran sungai

secara maksimal,
meningkatnya daya

tamping danau/polder/

kolam retensi sebagai
penampungan

kelebihan air hujan

Meningkatnya jumlah Meningkatnya

penduduk yang telah Pengelolaan dan
terakses/ terlayani oleh Pengembangan
air minum
Air Minum;
Meningkatnya Meningkatnya
persentase jumlah
drainase perkotaan pembangunan

yang baik dan layak sistem drainase;

Meningkatnya Meningkatnya

presentase jumlah penyelenggaraan
jalan dalam kondisi infrastruktur Jalan

baik

Sistem Penyediaan

pengelolaan  dan

Pengaman
Pantai pada
Wilayah Sungai
(WS) Wilayah
Kota Bontang
Pegembangan
dan pengelolaan
sistem irigasi
primer dan
sekunder pada
daerah irigasi
yang luasnya
dibawah 1000
Ha dalam 1
(satu) Daerah
Kota Bontang
Pengelolaan dan
pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)
Dalam Wilayan Kota
Bontang;
Pengelolaan dan
pengembangan
Sistem Drainase
yang terhubung
Langsung dengan
Sungai dala Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Jalan

Kabupaten/Kota
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Wajah Kota yang
tertata dengan
baik

Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
penataan ruang
dengan
meningktakan
kesadaran
masyarakat akan
aturan tata
bangunan yang

berlaku
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Meningkatnya
presentase daerah

yang telah sesuai
dengan perencanaan

tata ruang Kota

Bontang.

Meningkatknya
kualitas penataan
ruang dan
pengendalian

pemanfaatan ruang

Meningkatnya
Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Meningkatnya
Penataan
Bangunan Dan
Lingkungannya
Meningkatnya
Penataan
Bangunan
Gedung demi
kelayakan

bangunan

1. Penetapan

rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) dan
Rencana Rinci
Tata Ruang
(RRTR)
Kabupaten/Kota

. Koordinasi dan

sinkronisasi
perencanaan tata
ruang Kota

Bontang

. Koordinasi dan

sinkronisasi
pemanfaatan
ruang Kota

Bontang

. Koordinasi dan

sinkronisasi
pengendalian
pemanfaatan
ruang Kota

Bontang

1. Penyelenggaraan

Infrastruktur pada
permukiman di
kawasan strategis

Kota Bontang;

. Penyelenggaraan

bangunan
gedung,
pemberian izin
mendirikan

bangunan (IMB)
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dan sertifikat laik
fungsi bangunan
gedung di wilayah
Kota Bontang

3. Penyelenggaraan
penataan
bangunan dan
lingkungannya di
Wilayah Kota
Bontang

Bertambahnya meningkatnya tenaga  Meningkatnya 1. Penyelenggaraan
kerja dan ahli

konstruksi yang
dan keterampilan bersertifikat Pengembangan terampil

pengetahuan Pengembangan pelatihan tenaga
bagi pelaku jasa Jasa Konstruksi konstruksi
konstruksi 2. Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Jasa Konstruksi
Cakupan Daerah
Kota Bontang
3. Penerbitan Izin
Usaha Jasa
Konstruksi
Nasional (Non
Kecil dan Kecil)
4. Pengawasan
Tertib Usaha,
Tertib
Penyelenggaraan
dan Tertib
Pemanfaatan
Jasa Konstruksi

Terciptanya Meningkatnya jumlah Meningkatnya Pengelolaan dan
rumah tangga yang
memperoleh layanan
sehat dan pengolahan air limbah Pengambangan Sistem Air Limbah

meningkatnya secara domestik Sistem Air Limbah

lingkungan yang Pengelolaan dan pengembangan
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pengolahan dan Domestik di Wilayah
pengembangan Kota Bontang

sistem air limbah

Bertambahnya Meningkatnya jumlah Meningkatnya Pengembangan dan
CIEENEE kapasitas Pengembangan engelolaan
TPAITPST/SPA/3  <@P g g peng
R/TPS TPA/TPST/SPA/3R/TP  Sistem dan Persampahan di
S pada tiap daerah Pengelolaan Wilayah Kota
Kota Bontang Persampahan Bontang
Regional
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BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bontang tahun 2021 — 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun
berdasarkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 — 2026, yang merupakan rangkaian
rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 hingga Tahun 2026.
Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang
harus diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun 2021 — 2026 merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai
dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Bontang yang direncanakan untuk periode 2021 — 2026,
meliputi:
1.  Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Hasil (Outcome):

a. Tingkat pelayanan Aparatur Sipil Negara
2. Program Pengelolan sumber daya air (SDA)

Hasil (Outcome):

a. Persentase kapasitas unit embung/penampung air/ sumur air tanah/air baku

b.  Persentase kapasitas aliran sungai;

C. Persentase daya tampung danau/polder/kolam retensi
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Persentase penduduk berakses air minum layak
4.  Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Hasil (Outcome):

a. Persentase Drainase perkotaan dalam kondisi baik
5. Program Penyelenggaraan Jalan

Hasil (Outcome):

a. Persentase jalan dalam kondisi baik
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b. Persentase drainase jalan dalam kondisi baik

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Hasil (Outcome):

a. Persentase kesesuaian tata ruang

Program Pengembangan Permukiman

Hasil (Outcome):

a. Persentase bangunan infrastruktur permukiman

Program Penataan Bangunan Gedung

Hasil (Outcome):

a. Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Hasil (outcome):

a. Persentase sempadan sungai yang tertata

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Hasil (outcome):

a. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Hasil (outcome):

a. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolahan air
limbah domestik

Program Pengemangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Hasil (outcome):

a. Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
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6.1.1.1.1.1Tabel Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan Data Capaian pada
. Kondisi Kinerja pada
Program dan SRR, Tahun Awal akhir eri(l)ds
Tujuan Sasaran Kode " Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 P Lokasi
Kegiatan Renstra Perangkat
(outcome) 21) Brrrets
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 8 4 5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Urusan
Pemerintahan
0 Bidang
8 s 186.321.633.622 176.327.250.000 168.087.983.564 171.674.784.923 253.219.900.483 295.821.480.223 295.821.480.223
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Tingkat Tingkat
0 | o | PEMERINTAHAN pelayanan pelayanan
113 1 DAERAH KABUPATEN Aparatur Sipil (10036 17.488.076.268 (10036 21.784.015.000 (10036 21.870.555.150 (10034 22.089.260.702 (10034 22.310.153.309 10036 23.648.762.507 100% 23.648.762.507 Aparatur Sipil
IKOTA Negara Negara
1.1.03.01.2.01
Perencanaan,
Penganggaran, dan 34.700.773 100.000.000 100.000.000
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.1.03.01.2,01.01
Penyusunan Dokumen Dokumen
Perencanaan Perangkat Renstra OPD 1 Dok 34.709.773 1 Dok 100,000,000 1 Dok 100,000,000
Daerah
11.03.01.2.02
Administrasi Keuangan
perangkat Dacrah 13.685.555.638 16.637.130.000 16.564.350.150 16.922.375.702 16.922.375.702 17.002.375.702 17.002.375.702
11.03.01.2.0201 Jumiah Pegaval 20 orang 82 86 88 88 88 88
Penyediaan Gaji dan Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Tuntangon ASK ASN ASN 13.683.878.368 pes 16.634.130.000 pes 16.561.350.150 e 16.919.375.702 e 16.910.375.702 e 16.999.375.702 perd 16.999.375.702
1.1.03.01.2.02.05
Koordinasi dan Dokumen
Penyusunan Laporan Laporan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Keuangan AKh Tanun Kewangan 1.677.270 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
11.03.01.2.05
Administrasi 535.000.000 350.000.000 509.320.000 700.000.000 350.000.000 929.320.000 929.320.000
Kepegawaian Perangkat - 000 320 - -000- - 320
Daerah
11.03.01.2.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Seragam
Beserta Atribut PDH ASN 1S Stell 1 500,000,000 19 Stell | 459 320,000 121 Stell | 200,000,000 121stell | 359320000 12Lstell | 359.320.000
1.1.03.01.2.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis dan 30 40 40 40 40 40 40
Pegawai Berdasarkan Non Teknis orang 35.000.000 orang 350,000,000 Orang 350,000,000 orang 350.000.000 orang 350.000.000 Orang 370.000.000 Orang 370.000.000
Tugas dan Fungsi
1.1.03.01.2.05.11 "
Bimbingan Teknis ?'E’EE:;‘%?[" Non 20 20 20
Implementasi Peraturan T Orang 150.000.000 Orang 200.000.000 Orang 200.000.000
eknis
Perundang-Undangan
11.03.01.2.06
Administrasi Umum
Perangkat Dasrah 949.544.757 1.696.179.000 1.696.179.000 1.696.179.000 1.696.179.000 1.971.179.000 1.971.179.000
11.03.01.2.06.01 Jumlah Peralatan
Penyediaan Komponen instalasi lstrik 9 Jenis 4232280 9 Jenis 7,000,000 9 Jenis 7,000,000 9 Jenis 4,000,000 9 Jenis 7,000,000 9 Jenis 10,000,000 9 Jenis 10.000.000
Instalasi ang tersedia
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Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEEEENL TERDAEL akhir periéds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumiah Alat tulls
Kantor
B tan dan | Jumlah Peralatan | o o 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis
y an 436.004.560 9 Jenis 250,000,000 9 Jenis 250,000,000 9 Jenis 250,000,000 9 Jenis 250,000,000 9 Jenis 350,000,000 9 Jenis 350,000,000
Perlengkapan Kantor
Perlengkapan
Kantor
1.1.03.01.2.06.03
Penyediaan Peralatan B
Rumah Tangga
1.1.03.01.2.06.04 Jumiah alat
Penyediaan gahan Logistk | kebershan dan 14 Jenis 91304476 143enis | 20010 000 143enis | 20010 000 14 Jenis 78.910.000 14 Jenis 28,910,000 14 Jenis 120.910.000 143enis | 150010000
1.1.03.01.2.06.05 Jumlah Barang
Penyediaan Barang cetak, . ; ) ; ;
Cetakan dan penggandaan, 15 jenis 75.157.284 15 Jenis 90.240.000 15 Jenis 90.240.000 15 Jenis 90.240.000 15 Jenis 90.240.000 15 Jenis 120.240.000 15 Jenis 120.240.000
spanduk
11.03.01.2.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Bahan
dan Peraturan Perundang- bacaan 5 Jenis 12.144.000 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 20,000,000 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 20,000,000 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 20,000,000
undangan
Penydenggaraan Rapay | Feiaanan pinas
Koordinasi dan Konsultasi ;’ZE:;‘E 128in 330.612.157 12Bulan |4 100,029,000 12 Bulan 1.100.029.000 12 Bulan 1.100.029.000 12 Bulan 1.100.029.000 12 Bulan 1.100.029.000 12Bulan |4 100.029.000
égﬁgféﬂiﬁ;g:nlgrs‘p Penataan Arsip 1 1 1 1 1 1
Dinarmes patis SKPD Dinamis Kegiatan | 150.000.000 Kegiatan | 150.000.000 Kegiatan | 150.000.000 Kegiatan | 150.000.000 Kegiatan | 250.000.000 Kegiatan | 250.000.000
1.1.03.01.2.07 Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan 577.000.000 577.000.000 217.000.000 817.892.607 744,181,805 744,181,805
Pemerintah Daerah
1.1.03.01.2.07.01 Pengadaan
Pengadaan Kendaraan ;
Perorangan Dinas atau _“(e‘;‘d‘a'a"‘" Dinas 1 unit 450.000.000 1 unit 450.000.000
Dinas Jabatan abatan
Pengadaan
1.1.03.01.2.07.02 Kendaraan Dinas
9 o 1 Unit 1 Unit 4 Uit
Dinas Operasional atau Pengadaan 1 Unit 360.000.000 1 Unit 360.000.000 roda 2 100.892.607 -
Lapangan Kendaraan Dinas
Roda 2
11.03.012.07.03 Pengadaan Alal Lot
Pengadaan Alat Besar Berat 500.000.000 -
Jumlah
1.1.03.01.2.07.05 )
Pengadaan Mebel pergadaan 4 Jenis 100.000.000 4 Jenis 100.000.000 4 Jenis 100.000.000 4 Jenis 100.000.000 4 Jenis 104.181.805 4 Jenis 104.181.805
11.03.012.07.06 Pengadaan
;ee”s?:iiiar:'n;:'a‘a'a" dan Peralatan Mesin 3 unit 117.000.000 3 unit 117.000.000 3 unit 117.000.000 3 unit 117.000.000 3 unit 190.000.000 3 unit 190,000,000
1.1.03.01.2.08
Penyediaan Jasa 1.732.113.200 1.871.296.000 1.871.296.000 1.871.296.000 1.871.296.000 2.121.296.000 2.121.296.000
Penunjang Urusan
i Daerah
030208 et Jumlah Materai 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Venyurat .000 lembar 7.050.000 Buah 10.000.000 Buah 10.000.000 Buah 10.000.000 Buah 10.000.000 Buah 10.000.000 Buah 10.000.000
1.1.03.01.2.08.02 Jasa sumber
Penyediaan Jasa daya air, lstrik
Komunikasi, Sumber Daya dan internet IPAL 12 bulan 294.000.000 12 bulan 300.000.000 12 bulan 300.000.000 12 bulan 300.000.000 12 bulan 300.000.000 12 bulan 350.000.000 12 bulan 350.000.000
Air dan Listrik Sekota Bontang
1.1.03.01.2.08.03
Penyediaan Jasa
Peralatan dan -
Perlengkapan Kantor
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Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada
Program dan ST, e A akhir eriédg
Tujuan Sasaran Kode Kegi Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 p Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
éelnszduw;azno.]isug Jumlah Tenaga 35 35 35 35 35 35 35
Peivanan Urnm Kantor Kontrak orang 1.431.063.200 orang 1.561.296.000 Orang 1.561.296.000 orang 1.561.296.000 orang 1.561.296.000 orang 1.761.296.000 Orang 1.761.296.000
11.03.01.2.09
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang 551,153,500 652,410,000 652.410.000 682.410.000 652.410.000 780.410.000 780.410.000
Urusan Pemerintahan
Daerah
1.1.03.01.2.00.02
Penyediaan Jasa Jumiah
Pemeliharaan, Biaya e aan Roda
Demelharaan, elak. dan 2, Roda 4, Truk, 31 Unit 470.858.500 32 Unit 550,000,000 32 Unit 550.000.000 32 Unit 550,000,000 32 Unit 550,000,000 32 Unit 650.000.000 32 Unit 650.000.000
Dinas Operasional atau dan Alat Berat
Lapangan
1.1.03.01.2.09.05 Pemelihraan 2 o
i Mebel bel Jen 30.000.000 -
1.1.03.01.2.09.06 o
Pemeliharaan . ) ) ) . ;
Pemeliharaan Peralatan Peralatan Mesin 4 jenis 70.000.000 4 jenis 70.000.000 4 jenis 70.000.000 4 jenis 70.000.000 4jenis 90.000.000 4jenis 90.000.000
dan Mesin Lainnya
1.1.03,01.2.09.10
Pemeliharaan/Rehabiltasi el caan s
Sarana dan Prasarana
g Kantor ston SayanaPrasaran Kegiatan | 80.295.000 -
Bangunan Lainnya 9
11.03.01.2.00.11 Jumiah
Sarana dan Prasarana rana Prasarana 1 Jenis 32.410.000 1 Jenis 32.410.000 1 Jenis 32.410.000 1 Jenis 32.410.000 1 Jenis 40.410.000 1 Jenis 40.410.000
Pendukung Gedung Kantor | (o8 eRaren
atau Bangunan Lainnya 9
Meningkatnya Persentase
kapasitas unit kapasitas unit
embung/ embung/
Panamangana i/ penamAung 76,00% 36.945.429.618 87,00% 19.457.000.000 87,00% 28.300.000.000 87,00% 17.000.000.000 87,00% 35.850.000.000 90,00% 34.812.696.532 90,00% 34.812.696.532
sumur air tanah/air air/sumur air
) baku, meningkatnya PROGRAM tanah/air baku
Meningkatk !
o Kapasitas aliran o | o | PENGELOLAAN Persentase
G funss! arann sungaisecara o (SUMI)SER DAYA AIR kapasitas aliran 91,52% 91,52% 91,52% 93,02% 93,02% 93,02% 93,02%
: maksimal, SDA) sungai
prasarana pengairan meningkatnya daya
tampung Persentase daya
danau/polder/kolam tampung
eesiebag] o W 80,67% 82,90% 85,13% 87,36% 89,59% 91,82% 91,82%
penampungan am retensi
kelebihan air hujan
1.03.02.2.01 Pengelolaan
SDA dan Bangunan
RenaamaniEantalipa da 36.945.429.618 19.357.000.000 28.180.000.000 16.930.000.000 35.710.000.000 34.742.696.532 34.742.696.532
Wilayah Sungai (WS)
dalam 1 (satu) Daerah
Ki ota
1.03.02.2.01.01 Dokumen
Penyusunan Rencana perencanaan
Teknis dan Dokumen teknis ,Dokumen 1
Lingkungan Hidup untuk study lingkungan, | 3 Dok dok 2 3 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 500,000,000 2 Dok 500,000,000
Konstrubel Bardungan. NSNS 1.100.000.000 o 300.000.000 1.000.000.000 500,000,000 800.000.000
Embung, dan Bangunan dan Dokumen
Air Lainnya Study LARAP
1.03.02.2.01.02 okumen
Penyusunan Rencana
Perencanaan
Teknis dan Dokumen Konstruksi Air 1 Dok 0
Lingkungan Hidup untuk o 1.100.000.000 -
Konstruksi Air Tanah dan o
Air Baku
éf:ysgfr;g:'gin cana Dokumen i 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok 10 Dok
Masterplant Perenca Perenca Perenca Perenca Perenca
I;“:if?ﬂi‘:sﬁ’“igmk Banjir 11 Dok 1.100.000.000 ggt 2 2.452.000.000 naan 1.000.000.000 naan 800.000.000 naan 1.700.000.000 naan 1.000.000.000 naan 1.000.000.000
okung p untt Dokumen Teknis, Teknis Teknis Teknis Teknis
g
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Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
P d Sasaran Tahun Awal Iermalisd [Imsia st
. rogram dan ! akhir periode "
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 p Lokasi
egiatan (outcome) Renstra Perangkat
ke Daerah
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Banjir, Lahar, Drainase Perencanaan
Utama Perkotaan dan Teknis
Pengaman Pantai
1.03.02.2.01.04
Penyusunan Pola dan
Rencana Pengelolaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 330,000,000 1 Dok 330,000,000
SOA WA Kenonangan 330,000,000 330,000,000 530,000,000
K
1.03.02.2.01.07 Jumlah Sumur
Pembangunan Sumur Air Air tanah yang 1 Unit 1 Unit 0
B Bt il 1.000.000.000 1.000.000.000
1.03.02.2.01.08
Pembangunan Uit At Unit Air Baku 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 1.700.000.000 0
100
1.03.02.2.01.09
Panjang turap 1477 meter
zﬁn'“”:i‘"g“"""" Tanggul sungai meter 17.500.000.000 1 0
9 Kegiatan
1.03.02.2.01.10
Panjang turap 150 800
Pembangunan Bangunan 0
Perkuntan Tobing Sungai meter 1.100.000.000 meter 15.515.000.000
103.022.01.11
Pembangunan Pintu Pintu Air Yang 1 unit o
Air/Bendung Pengendali Dibangun 250,000,000 -
Banjir
1.03.02.2.01.12
g:nm"?angunan Kanal Jumlah kanal 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 1.700.000.000 0
1.03.022.01.13
Jumlah Pompa
Pembangunan Stasiun Banir 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000 1 Unit 350,000,000 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000
Pompa Banjir
103.02.2.01.14
Pembangunan Luas Folder 25ha 25ha 0
Retensi 3.000.000.000 1.000.000.000
1.03.02.2.01.19
Sistem
Pembangunan Flood 1 1 1 1 1
Forecasting And Warning penngatan Dini program 200.000.000 program 200.000.000 program 300.000.000 program 200.000.000 program | 200:000.000
System (FFWS) )
1.03.02.2.01.21
Rehabiltasi Embung dan Luas Embung 200 m2 0
A Lainya 300.000.000
103.02.2.01.24 Tanggul sungai B
2.2.0: 00 200 200 200 200
Renabiitasi Tanggul vangdi 10Meter | 400,000,000 meter 9.600.000.000 meter 1.600.000.000 meter 9.720,000.000 meter 15.600.000.000 meter 15.600.000.000
Sungai rehabiltasi
1.03.02.2.01.25 Bangunan
2.2.0: 800 800 800 800 800 800
sena""“as' Bangunan perkuatan tebing meter 4.000.000.000 L0meter | 130,000.000 meter 2.400.000.000 meter 1.400.000.000 meter 4.400.000.000 meter 2:400.000.000 meter 2:400.000.000
erkuatan Tebing ang
1.03.02.2.01.26
Rehabilitasi Pintu Jumlah Pintu Air 13 Pintu 13 Pintu 13 Pintu 13 Pintu 13 Pintu
Air/Bendung Pengendali yang di rehab air 100.000.000 air 100.000.000 air 100.000.000 air 100.000.000 air 100.000.000
Banjir
1.03.02.2.01.28 Sumian P 1 T
Rehabilitasi Stasiun pamic - omea Stasiun 50.000.000 Stasiun 50.000.000
Pompa Banjir anjir Pompa Pompa
1.03.02.2.01.34
ge""‘gka‘a" Tanggul :j:é:?g anggul 120m 2.000.000.000 100m 1.000.000.000 100m 1.500.000.000 300m 2.963.816.732 300m 2.963.816.732
ungai
1.03.02.2.01.35 Pargang tanggul
Peningkatan Bangunan " 100m 100m 100m 200m 200m 2.000.000.000
Perkitan Tebn sungai 1,001.120.200 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000
1.03.02.2.01.36
Peningkatan Pintu . 1 pintu 1 pintu 1 pintu
Air/Bendung Pengendali Jumlah Pintu Air air 50.000.000 air 50.000.000 air 50.000.000
Banjir
1.03.02.2.01.45 Galian 300 40.000 40.000 40.000 40.000 40000
Revitalisasi Danau Sggj"sas' 2 Hektar 4.695.429.618 kubik 50.000.000 kubik 5.000.000.000 kubik 4.451.120.200 kubik £.100.000.000 kubik 7:000.000.000 kubik 7:000.000.000

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 95




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEBEIE, Tahun Awal akhir periéds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Galian endapan
1.03.02.2.01.46 o aa d‘iﬂ 6000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Normalisasi/Restorasi " . meter meter meter meter 2.098.879.800 meter 2.098.879.800
Songai Gaji Helper Gaiji kubik 760,000,000 ey 1.098.879.800 s 1.098.879.800 s 2.400,000.000 s e
operator Gaji
Wakar
1.03.02.2.01.53 Operasi Panjang tanggul 500
dan Pemeliharaan Tanggul |  sungai yang 0
dan Tebing Sungai pelihara meter 5.000.000.000
1.03.02.2.01.60
Pengelolaan Hidrologi dan
Kualitas Air WS Data Kualitas Air 1 dok 1 dok 1 dok 1dok 1 dok 50.000.000
Kewonangan 50.000.000 50.000.000 £0.000.000 50.000.000
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.63 Koordinasi
dan Sinkronisasi "
Peningkatan Kapasitas Kapasitas 1 1 1 1 1 50000000
o kegiatan | 50.000.000 kegiatan | 50.000.000 kegiatan | 80.000.000 kegiatan | 50.000.000 kegiatan -000.
SDA Kewenangan
K
1.03.02.2.01.64 Operasi Danau yang 200 200 200 200 200
dan Pemeliharaan Danau dipelinara meter 100.000.000 meter 100.000.000 meter 200.000.000 meter 100.000.000 meter 100.000.000
1.03.02.2.01.65 Operasi Sungai yang 1.000 100 200 200 200 200 200
dan Pemeliharaan Sungai terEe\ihara meter 1.100.000.000 meter 50.000.000 meter 100.000.000 meter 100.000.000 meter 200.000.000 meter 100.000.000 meter 100.000.000
1.03.02.2.02
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah
e Sy 100.000.000 120.000.000 70.000.000 140.000.000 70.000.000 70.000.000
dibawah 1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.01
Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Perencanaan 1dok 20.000.000 1 dok 20.000.000 1dok 50.000.000 1dok 20.000.000 1dok 20.000.000
Konstruksi Irigasi dan
Rawa
1.03.02.2.02.03 Terbangunny
Pembangunan Bendung Bendungan 1 unit 100.000.000 0
Irigasi Irigasi -000.
1.03.02.2.02.08
Panjang Saluran 100 100
Peningkatan Jaringan 0
oo parmukan Irigasi meter 50.000.000 meter 50.000.000
1.03.02.2.02.14
Panjang Saluran 100 100 100
Rehabilitasi Jaringan g er 50.000.000 e er 50.000.000 er 50.000.000
Irigasi Permukaan
1.03.02.2.02.21 Operasi
dan Pemeliharaan Panjang Saluran 100 100 R
Jaringan Irigasi Irigasi meter 50.000.000 meter 50.000.000
Permukaan
égﬁ,ﬁiiﬁ;fﬁl‘( Operationa Kegiatan | 20000.000 0
Pengelola Irigasi P 9 000
jumlah EESSSS&AAN DAN Persentase
air minum yang layak | Penduduk yang telah al @ 2 NGAN 81,18% 12.793.184.716 82,19% 8.848.502.536 83,12% 15.700.000.000 83,99% 10.000.000.000 84,80% 11.000.000.000 85,54% 11.000.000.000 85,54% 11.000.000.000
terakses/terlayani 3 | 3 berakses air
bagi masyarakat P Y SISTEM PENYEDIAAN e
oleh air minum A minum layal
1.03.03.2.01 Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah 12.793.184.716 8.848.502.536 15.700.000.000 10.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000
Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.01 Dokumen 2
Rencana, Lingkungan 4 Dok 200.000.000 Dok 4 2.650.000.000 5 Dok 1.050.000.000 5 Dok 650.000.000 5 Dok 750.000.000 5 Dok 750.000.000 5 Dok 750.000.000
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Program dan SEBEIE, Tahun Awal Kongliilirglnr;?iré%sada
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan (outcome) Renstra Perangkat
ke Daerah
kegiatan
arge arget arget arget arget arget arge
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Kebijakan, Strategi dan Perencanaan Dok 1
Teknis SPAM Teknis, Dokumen Dok
UKL UPL dan
Dokumen
Pemantauan
Lingkungan
Studi LARAP
1.03.03.2.01.02 Supervisi Terpenuhinya
g 10 paket
n/ Perluasan/Perbaikan kegiatan air kegiatan 400.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000
SPAM minum
Peningkatan 8000
Pembangunan SPAM akses kebutunan | mete, 1 Kegatan . . .
Jaringan Perpipaan di A Kot ety | es13184716 5000m2 | 2.684.002.536 3 unit 8.435.500.000 3 unit 4.635.500.000 3 unit 4.684.002.536 3 unit 4.684.002.536 3 nit 4.684.002.536
Kawasan Perkotaan ’E“‘::ﬁzi atkota o 3 Unit
1.03.03.2.01.04 Terbangunnya
Pembangunan SPAM Reverse Osmosis
Jaringan Perpipaan di (RO) di Pulau- 1 Dok 80.000.000 3 Unit 2.100.000.000 3 Unit 3.100.000.000 3 Unit 2.100.000.000 3 Unit 2.700.000.000 3 Unit 2.700.000.000 3 Unit 2.700.000.000
Kawasan Perdesaan pulau
Meningkatnya
akses layanan air
bersih untuk 4000
1.03.03.2.01.05 ?;:‘;’j:l‘;“‘ya meter o7
Peningkatan SPAM 4000
Jaringan Perpipaan di kebutuhan air meter 1.500.000.000 gan 614.500.000 500 Sr 614.500.000 500 Sr 614.500.000 500 Sr 665.997.464 500 Sr 665.997.464 500 Sr 665.997.464
Kawasan Perkotaan minum rumal
Terpenuhinya 500
rehabiltasi pipa meter
distribusi air
minum
roozoron P
Peningkatan SPAM e 700 700 700 700 700 1.000.000.000
Jaringan Perpipaan di et Kota meter 1.500.000.000 meter 1.000.000.000 meter 1.000.000.000 meter 1.000.000.000 meter ! -
Kawasan Perdesaan Bomya"g
Meningkatnya
akses layanan air
bersih untuk 4000
masyarakat meter
é‘é’zﬁﬁﬁ‘lg ;:r"‘fa::: Pembangunan 4000 385 400 400 400 400 400 300,000,000
3 gan Perpip Jaringan Pipa Air | meter 1.500.000.000 meter 300.000.000 meter 300.000.000 meter 300.000.000 meter 300.000.000 meter 300.000.000 meter -000:
j Kawasan Perkotaan paring: e
Penambahan meter
Jaringan pipa air
minum
1030320108 Perbaikan | LePemnarana
SPAM Jaringan Perpipaan Penyediaan Air 500.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000
di Kawasan Perdesaan Bersih
1.03.03.2.01.12 Fasilitasi P N
¢ Fasiltasi Kerja 1 1 1 1 1
P:’;’;\;‘apa" Kerja Sama sama kegiatan 100.000.000 kegiatan 100.000.000 kegiatan 100.000.000 kegiatan 100.000.000 kegiatan 100.000.000
1.03.03.2.01.15 Operasi
Panjang saluran 2000
dan Pemeliharaan SPAM 30 Meter 30 Meter 30 Meter 30 Meter 30 Meter 30 Meter | 100.000.000
e air pembuangan meter 2.000.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.03.03.2.01.16 Operasi
Panjang saluran
dan Permelnaraan SPAV Pa 30Meter | 100 000,000 30Meter | 100 000,000 30Meter | 100 000,000 30Meter | 100 000,000 30 Meter | 100.000.000
Meningkatnya
é.gzhgssz.m.w ;’9"“'“‘53" akses layanan air 2000 2000 2000 2000 2000 2000 100,000,000
o aringan Perpipaan bersih di Pulau- meter 100.000.000 meter 100.000.000 meter 100.000.000 meter 100.000.000 meter 100.000.000 meter -000-
i Kawasan Perdesaan pulau
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN DAN drainase
PENGEMBANGAN perkotaan 91,52% 13.868.476.435 92.02% 4.840.000.000 92.52% 21.611.603.909 93.02% 26.578.251.685 93.52% 37.352.474.638 94% 44.045.000.000 94,00% 44.045.000.000
SISTEM DRAINASE dalam kondisi
baik
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEBEIE, Tahun Awal akhir periéds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
1.03.06.2.01 Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung 13.868.476.435 4.840.000.000 21.611.603.909 26.578.251.685 37.352.474.638 44.045.000.000 44.045.000.000
dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.01 DED Sistem
Penyusunan Rencana, Porkatan 1 20 dok 20 dok 20 dok 20 dok 20 dok
Kebijakan, Strategi dan 15 Dok Dok 2 perenca perenca perenca perenca perenca | 500.000.000
e o e con. Dokumen 700.000.000 ook 200,000,000 o 500,000,000 o 500,000,000 o 500,000,000 o 500,000,000 o
it erencanaan
Teknis
1.03.06.2.01.02 -
Dokumen Outline
Penyusunan Outline Plan o 1 dok 500,000,000 1 dok 300,000,000 0
pada Kawasan
1.03.06.2.01.03 Supervisi
Pembangunan/Peningkata | pOLIE 10 paket 10 Sengm Sengmu Sengmu Sengmu b 500.000.000
1/ Rehabilitasi Sistem g kegiatan 700.000.000 Dok 180.000.000 peng 500.000.000 peng 500.000.000 peng 500.000.000 peng 500.000.000 peng -000.
: Teknis asan asan asan asan asan
Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.04 i i i i i
Pembinaan Teknik Sistem Pembinaan kegiatan | 100.000.000 kegiatan | 100.000.000 kegiatan | 100.000.000 kegiatan | 100.000.000 kegiatan | 100:000.000
Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.05 1
) Terbangunnya 9000 ; 1000 1250 1600 2000 2000
Pembangunan Sistem Kegiatan 16.000.000.000
Drainase Perkotaan saluran drainase meter 2.000.000.000 75 meter 800.000.000 meter 8.211.748.909 meter 12.000.000.000 meter 15.000.000.000 meter 16.000.000.000 meter
1.03.06.2.01.06
Saluran Drainase 2200 1200 1500 1500
Peningkatan Saluran yang ditingkatkan | meter 3.000.000.000 10Meter | 550,000,000 40meter |4 200.000.000 Someter | 5 578 396.685 meter 10.652.619.638 meter 13.000.000.000 meter 13.000.000.000
Drainase Perkotaan
" 1
;g:a%ﬁ;égilggman S:r':"z:‘ drainase 2600 Kegiatan 1000 1000 1000 1000 1000 7500.000.000
! yang meter 4.468.476.435 150 1.500.000.000 meter 7.500.000.000 meter 7.500.000.000 meter 7.500.000.000 meter 7.500.000.000 meter
Drainase Perkotaan rehabilitasi e er
Jaring Jaring Jaring Jaring Jaring
Sampah Sampah Sampah Sampah Sampah
1030620108 Sarana Dranae Dranate Dranae Drainate Drainas
Penyediaan Sarana Sistem | pelangkap sistem 300.000.000
Dramase perkotaon et - . 300.000.000 300.000.000 300,000,000 300.000.000 .
Pemban Pemban Pemban Pemban Pemban
gun Box gun Box gun Box gun Box gun Box
Culvert Culvert Culvert Culvert Culvert
Panjang Saluran 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
Drainase, Pintu meter meter meter meter meter
1.03.06.2.01.09 Operasi Air yang 2200 6 buah kubik kubik kubik kubik kubik
dan Pemelinaraan Sistem terpelinara, 1000 galian alian alian alian galian 269.855.000
e e, inase | meter 3.000.000.000 Py 500.000.000 s | 269.855.000 s | 269.855.000 i | 269.855.000 i | 269.855.000 s
yang di asi asi asi asi
normalisasi drainase drainase drainase drainase drainase
égig:ﬁ;f:ailopiﬁﬁ‘eg’:;'a Dokumen ) 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
) Pengawasan pengaw pengaw pengaw pengaw pengaw 10.000.000
n/ Rehabilitasi Sistem o Dok 910.000.000 s 10.000.000 s 10.000.000 s 10.000.000 s 10.000.000 ks
Drainase Lingkungan
1.03.06.2.01.12 Saluran Drainase
200 200 200 700 700
Pembangunan Sistem Lingkungan yang 4.345.145.000
e e dibangen meter 1.000.000.000 meter 1.000.000.000 meter 1.000.000.000 meter 4.345.145.000 meter
1.03.06.2.01.13 Saluran Drainase
200 200 200 200 200
Peningkatan Saluran Lingkungan yang 40meter | 200,000.000 meter 400.000.000 meter 400.000.000 meter 400.000.000 meter 400.000.000 meter 400.000.000
Drainase Lingkungan
1.03.06.2.01.14 Saluran Drainase
500 500 500 500 500
Rehabilitasi Saluran Lingkungan yang 50 meter 1.000.000.000
e o A 200.000.000 meter 1.000.000.000 meter 1.000.000.000 meter 1.000.000.000 meter 1.000.000.000 meter
1.03.06.2.01.15 Gorong-gorong / 1 1 1 T
Penyediaan Sarana Sistem | Box Culvert 1 Buah 50.000.000 gorong- 100.000.000 gorong- 100.000.000 gorong- 100.000.000 gorong- 100.000.000 gorong- 100.000.000
Drainase Lingkungan Lingkungan gorong gorong gorong gorong gorong
1.03.06.2.01.16
Penyusunan Rencana, Dokumen N 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2.dok
Kebijakan, Strategi dan perenca perenca perenca perenca perenca | 20.000.000
ottt Perencanaan Dok 50.000.000 ot 20.000.000 s 20.000.000 s 20.000.000 s 20.000.000 o
Lingkungan
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEBEIE, Tahun Awal akhir eriéds
Tujuan Sasaran Kode Kegi Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 p Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Persentase jalan
- dalam kondisi 89,99% 37.320.161.876 90% 42.308.752.536 90,01% 45.386.002.536 90,029% 47.386.002.536 90,03% 67.386.002.536 90,049% 90.386.002.536 90,04% 90.386.002.536
iningkatkannya PROGRAM s
Meningkatkan jalan presentase jumlah 1 0 1 PENYEL AN Porsent
dalam kondisi baik jalan dalam kondisi 3 o | JALAN dfafneaszlean
baik ot Kond i 92,79% 92,80% 92,21% 92,82% 92,83% 92,84% 92,84%
baik
1.03.10.2.01
Ee"ye'e"gga’aa" Jalan 37.329.161.876 42.398.752.536 45.386.002.536 47.386.002.536 67.386.002.536 90.386.002.536 90.386.002.536
abupaten/Kota
1.03.10.2.01.01
Penyusunan Rencana, Master Plan
Kebijakan, dan Strategi Jalan Kota N N
Pengembangan Jaringan Bontang, ok 1.000.000.000 ok 1.000.000.000 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 Dok 300.000.000 1 Dok 800.000.000 1 Dok 800.000.000
Jalan Serta Perencanaan Dokumen DED
Teknis dan
Jalan dan Jembatan
1.03.10.2.01.02
Pembebasan Lahan/Tanah | Pembebasan 1 paket 2.000.000.000 1 paket 800.000.000 0
untuk Penyelenggaraan Lahan Jalan
Jalan
Penguatan
Database Jalan
1.03.10.2.01.04 Surve Kota Bontang 433 ruas 1 1 1 1 1 1
o] Ta bt Penguatan jalan, 57 | 550.000.000 Dok 1 700.000.000 Dok 1 550.000.000 Dok 1 550.000.000 Dok 1 550.000.000 Dok 1 550.000.000 Dok 1 550.000.000
Database jembatan Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Jembatan Kota
Bontang
1.03.10.2.01.05 Panjang jalan 500 10.000.000.000 2000 14.277.040.000 2500 17.272.762.562 2200 16.000.000.000 3000 30.372.762.536 4000 52.372.762.536 4000 53.372.762.536
Jalan kondisi baik meter meter meter meter meter meter meter
Drainase jalan
1.03.10.2.01.08 Panjang jalan 3500 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m
Frokomairols: Jalan ke Kl tor 15.000.000.000 1300 m 18.258.472.536 1300 m 15.000.000.000 2300 m 16.072.762.536 400 m 20.000.000.000 00 m 22.000.000.000 00 m 21.000.000.000
baik
1.03.10.2.01.09 Panjang jalan 600
Frehabiitas 3 dalam kondisi 2.000.000.000 677 m 2.790.000.000 677m 2.790.000.000 677 m 2.790.000.000 677 m 2.790.000.000 677 m 2.790.000.000 677m 2.790.000.000
ehabiltasi Jalan o meter
1.03.10.2.01.10 Panjang jalan
Pemeliharaan Berkala dalam kondisi 200 m 1.000.000.000 610 m 2.973.240.000 610 m 2.973.240.000 610 m 2.973.240.000 610 m 2.973.240.000 610 m 2.973.240.000 610m 2.973.240.000
Jalan baik
1.03.10.2.01.11 Panjang jalan
G dalam kondisi 50m 200.000.000 600 m 2.000.000.000 600 m 2.000.000.000 600 m 2.000.000.000 600 m 2.000.000.000 600 m 2.000.000.000 600 m 2.000.000.000
emeliharaan Rutin Jalan b
103.10.201.12 Jembatan dalam 2 unit/ 26 T dok T dok ] ]
 embatan o baik eter 7.579.161.876 otk 100.000.000 ) 100.000.000 1 unit 3.500.000.000 1 unit 5.500.000.000 1 unit 3.500.000.000 1 Unit 3.500.000.000
1 dok 1 dok T dok T dok T dok T dok
1.03.102.01.16 Jembatan dalam perenca 100.000.000 perenca 100.000.000 perenca 100.000.000 perenca 100.000.000 perenca 100.000.000 perenca 100.000.000
Penggantian Jembatan kondisi baik
naan naan naan naan naan naan
103.10.2.01.18 Jembatan dalam ] ] ]
st Sombatan o baik 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000
1.03.10.2.01.20 Jembatan yan
Pemeliharaan Berkala ‘erpelinar Lyens 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000
Jembatan
1.03.10.2.01.21 g:;‘”’;""?b';‘:z
Penanggulangan ittt 50meter | 200.000.000 50meter | 200.000.000 50meter | 200.000.000 50 meter | 200.000.000 50 meter | 200.000.000
Bencana/Tanggap Darurat baik
103.10.2.01.22
Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000
Penyelenggaraan Evaluasi
Jalan/Jembatan
103.10.2.01.23
Pengawasan Teknis Pengawasan
Penyelonggaraan Kondis!jolan 16 paket | 1.600.000.000 16paket | 1.600.000.000 20paket | 2.000.000.000 25paket | 2.500.000.000 25paket | 2.500.000.000
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEEEENL TERDAEL akhir periéds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Meningkatnya
PROGRAM
i presentase daerah Persentase
ptalanioty 2o yang sesuai dengan 1] 9 z PENYELENGGARAAN kesesuaian tata 88,30% 695.660.000 88,60% 1.817.348.000 88,00% 1.000.000.000 89,20% 1.000.000.000 89,60% 1.000.000.000 90,00% 1.000.000.000 90,00% 1.000.000.000
tertata dengan baik 3 2 PENATAAN RUANG
perencanaan tata ruang
ruang Kota Bontang
1.03.12.2.01 Penetapan
Rencana Tata Ruang
Mol (FANRLY) GEm 505.660.000 1.467.658.000 580.000.000 700.000.000 200.000.000 550.000.000 550.000.000
Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR)
Ki ota
Dokumen
1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan anen
N N Revisi/Peninjauan
Persetujuan Substansi, Kembali Re
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi emball Rencana 1 Dok 300.000.000 1 Perda 500.000.000 0
dan Penetapan RTRW Tata Ruang
Kabupaten Kot Wilayah (RTRW)
abupaten/Kota Kota Bontang
1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Dokumen Rencana
Persetujuan Substansi, Detail Tata Ruang N
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi (RDTR) dan 1Perkada | 385.660.000 Dok 1.147.558.000 1Dok 350.000.000 1 Dok 350.000.000
dan Penetapan RRTR Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota Kota Bontang
Peraturan Daerah
1.03.12.2.01.03 Penetapan Raperwali 1
pendukung dalam 2 1
Kebijakan dalam rangka 2Perkada | 70.000.000 Dok 1 145.100.000 180.000.000 100.000.000 0
Pelaksanaan perkada Perkada
Pelaksanaan Penataan Ruang Dok
Pemanfaatan
Ruang Kota
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Sosialisasi
Kebijakan dan Peraturan Pengendalian 1500 50.000.000 500 175.000.000 500 100.000.000 500 100.000.000 500 200.000.000 500 200.000.000 500 200.000.000
Perundang-undangan Bidang Bangunan dan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Penataan Ruang Ruang Kota
1.03.12.2.02 Koordinasi
dan Sinkronisasi
e ereEaa AT A e 100.000.000 100.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000
Daerah K; t
1.03.12.2.02.01 Koordinasi
dan Sinkronisasi Sosialisasi 50 50 50
Penyusunan RTRW RIRW Orang 150.000.000 Orang 50.000.000 Orang 50.000.000
K
1.03.12.2.02.02 Koordinasi
dan Sinkronisasi 50 50 50
Penyusunan RRTR Sosialisasi RRTR Orang 150.000.000 Orang 50.000.000 Orang 50.000.000
1.03.12.2.02.03 Pembentukan
Peningkatan Peran Agen Tata Ruang 500 500
Masyarakat dalam Tingkat Orang 100.000.000 Orang 100.000.000 0
Penataan Ruang Kelurahan
1.03.12.2.03 Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang 90.000.000 249.690.000 100.000.000 100.000.000 180.000.000 200.000.000 200.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah
Rekomendasi
1.03.12.2.03.01 Koordinasi | Site Plan 12 10 Site 10 Site 10 Site 10 Site 10 Site 10 Site
dan Sinkronisasi Kawasan Non Rekome Plan Plan Plan Plan Plan Pian
Pemanfaatan Ruang untuk Perumahan ndasi 50.000.000 100 149.690.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 180.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000
Investasi dan Jumlah Surat 100
Pembangunan Daerah Kesesuaian Tata SKTR SKTR PKKPR PKKPR PKKPR PKKPR PKKPR
Ruang Kota yang
Pengembangan
Web Sistem ) 1 Sistem
1.03.12.2.03.02 Sistem ) 1 Sistem
Informas Penataan Ruang g:.;:;as. Tata informasi | 40-000.000 :nlormas 100.000.000 0
(SIMTARU)
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada
Kondisi Kinerja pada
Program dan ST, e A akhir eriéds
Tujuan Sasaran Kode Kegi Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 p Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
1.03.12.2.04 Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengendalian
R e 100.000.000 100.000.000 220.000.000 100.000.000 320.000.000 150.000.000 150.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Review
1.03.12.2.04.01 Koordinasi | oot
dan Sinkronisasi e o i
Pemberian Insentif dan o - Perkad 150.000.000 0
Disinsentif Bidang B.';:::;“enataan erkada
i
Penataan Ruang Ruang
1.03.12.2.04.02 Koordinasi
dan Sinkronisasi Frekuensi X
dan Peneg Pemantaacn 4 Kali 30.000.000 4 Kali 150.000.000 0
Hukum Bidang Penataan
Ruang
1.03.12.2.04.03
Operasionalisasi Tugas
dan Fungsi Penyidik Operasional 1 1 1 1
Pegawai Negeri Sipil PPNS kegiatan 20.000.000 kegiatan 20.000.000 kegiatan 20.000.000 kegiatan 20.000.000 20.000.000
(PPNS) Bidang Penataan
Ruang
Frekuensi rapat
TKPRD Jumiah
1.03.12.2.04.04 Koordinasi
Pelaksanaan Penataan ';‘" Prinsip 12 Kali 70.000.000 12 Kali 100.000.000 12 Kali 50.000.000 12 Kali 80.000.000 12 Kali 150.000.000 12 Kali 130.000.000 12 Kali 130.000.000
Ruang emanfaatan 10 izin 10 izin 5 izin 5 izin 5 izin 5 izin 5 izin
Ruang yang
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
penataan ruang a"earl‘i't';gkagr“y; o PROGRAM
dengan 0 L | o | o | PENGEMBANGAN ARG
meningkatkan wuano) :;‘J 3 7 PERMUKIMAN ARLHA
e o
masyarakat akan L4 9
aturan tata bangunan
yang berlaku
1.03.07.2.01
Penyelenggaraan
Infrastruktur pada
Permukiman di Kawasan 1.796.719.996
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.07.2.01.01
Pembangunan dan
Pengembangan .é:r:la:an
Infrastruktur Kawasan I 1 Unit 1.796.719.996
Permukiman di Kawasan iy
Strategis Daerah ermukiman
K
Persentase
o 0 PROGRAM PENATAAN hagg:"a"
1| 3 | 5 | BANGUNANGEDUNG e 52,46% 56.398.864.720 59,02% 71.698.654.536 63,93% 28.141.500.000 70,49% 39.100.000.000 77,05% 69.600.000.000 81,97% 82.007.748.648 81,97% 82.007.748.648
persyaratan
teknis
1.03.08.2.01
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah
g:m‘z:z:/:;?;a‘ 56.398.864.720 71.698.654.536 28.141.500.000 39.100.000.000 69.600.000.000 82.007.748.648 82.007.748.648
Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan
Gedung
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEBEIE, Tahun Awal akhir perit])ds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
1.03.08.2.01.01
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Sertifikat Operasional 250
.';a'k Fungsi (SLF), peran Penyelenggaraan Rekome 400.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000
enaga Ahli Bangunan Bangunan i Dok Dok Dok Dok Dok Dok
Gedung (TABG), Gedung
Pendataan Bangunan
Gedung, serta
i SIMBG
Bantuan Instansi
vertikal
dok peren
'1,'03 08.2.01.02 Sarana Ibadah 1 paket
PZ::Sg:’g‘ﬁ:n Dokumen 1 dok
! Perencanaan 2 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
Penganasan, dan Sumiah Gedung ke 64.334.000.000 Gedung 20.916.500.000 Gedung 35.225.000.000 Gedung 62.225.000.000 Gedung 74.932.748.648 Gedung 74.932.748.648
emanfaatan Bangunan Kant it
Gedung Daerah antor un
g e Terbangun 1 unit
abupaten/Kota sl
Pendukung
Terbangun
1.03.08.2.01.03 ;Z’;J“;':i'}/e ntang
Penyusunan Regulasi
terkait Bangunan Gedung Banguren 1 Dok 250,000,000 0
Kabupaten/Kota edung
1.03.08.2.01.04 Bantuan Bantuan Teknis
Teknis Pembangunan 1 1 1 1 1
Bangunan Gading Negara | Pembangunan Kegiatan | 50-000.000 Kegiatan | 50-000.000 Kegiatan | 50-000.000 Kegiatan || 50-000.000 Kegiatan | 50:000.000
e Gedung Negara
L0306 2BLOSMONONTG | |
Penyelenggaraan gggyi'::gga'a“" 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000
Bangunan Gedung Negara o d% o
Daerah 9
1.03.08.2.01.06
Identifikasi, Penetapan,
Penyelenggaraan Jumlah Dokumen
Bangunan Gedung Cagar Bangunan Cagar 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 0
Budaya yang Dilestarikan Budaya
Milik Pemerintah
1.03.08.2.01.07 Bantuan
Teknis bagi Masyarakat an
Pemilk Bangunan Gedung Jumial ’ )
o e Bangunan Cagar 5 unit 50.000.000 5 unit 50.000.000 5 unit 50.000.000 5 unit 50.000.000 5 unit 50.000.000
gar Budaya yang Budaya
Ditetapkan Tingkat
K
1.03.08.2.01.08 Pemberian
Kompensasi, Insentif dan
Disinsentif kepada Pemilk, | Operasional . . . . .
Pengguna, dan/atau Pengelolaan rogiatan | 25:000.000 togiatan | 25:000.000 rogiatan | 25:000.000 rogiatan | 25:000.000 rogiatan | 25:000.000
Pengelola Bangunan cagar budaya 9 9 9 9 d
Gedung Cagar Budaya
Daerah K
1.03.08.2.01.11
Pemeriksaan Kelaikan Jumlah
Fungsi Rumah Tinggal Bangunan 20 20 20 20 20
R e oo Bt B mggel 20 an 150.000.000 2 an 150.000.000 2 an 150.000.000 2 an 150.000.000 20 150.000.000
dalam rangka Penerbitan Laik Fungsi
Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan
1.03.08.2.01.12 Gedung Daerah
Rehabilitasi, Renovasi dan Vang o Rehab »
g‘;:zf“;amﬂg“”a" Sarana S 5 55.898.864.720 it 6.864.654.536 12 unit 3.000.000.000 15 unit 1.000.000.000 15 unit 3.400.000.000 16 unit 3.600.000.000 16 unit 3.600.000.000
Prasarana
Kepentingan Strategis Pencikung Yang
aerah Kabupaten/Kota JApeu

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 102




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEEEENL TERDAEL akhir periéds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Bangunan
1.03.08.2.01.13 Gedung Daerah
Pemeliharaan dan Yang di Rawat
Perawatan Bangunan Sarana 12 unit 3.000.000.000 10 unit 2.000.000.000 12 unit 3.000.000.000 10 unit 2.600.000.000 10 unit 2.600.000.000
Gedung Daerah Prasarana
Kabupaten/Kota Pendukung Yang
di Rawat
o | o | PROGRAM PENATAAN
1 9|5 | BANGUNANDAN 12,46% 1.000.000.000 15,46% 3.000.000.000 18,46% 3.000.000.000 21,46% 3.000.000.000 21,46% 3.000.000.000
LINGKUNGANNYA
1.03.00.2.01
Penyelenggaraan
Penataan Bangunan dan
Cinekangenmya di 1,000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.01
Penyusunan Rencana, Dokumen Master
Kebijakan, Strategi dan Plan /
el P canaan 1 dok 880.000.000 1 dok 200.000.000 1 dok 200,000,000 1 dok 200.000.000 1 dok 200,000,000
Bangunan dan Lingkungan |  Teknis
di
1.03.09.2.01.02 Supervisi Supervisi /
i 1 paket 20.000.000 1 paket 400,000,000 1 paket 400,000,000 1 paket 400,000,000 1 paket 400,000,000
Bangunan dan Li Teknis Kegiatan
Panjang
1.03.09.2.01.03 Penataan Sepadan Sungai 1 paket 100.000.000 400 2.400.000.000 400 2.200.000.000 400 2.200.000.000 400 2.200.000.000
Bangunan dan Lingkungan tertata. meter meter meter meter
1.03.09.2.01.06 Monitoring | Panjang
Penataan/Pemeliharaan Sepadan Sungai 20 Meter | 200.000.000 20 Meter | 200.000.000 20 Meter | 200.000.000
Bangunan dan L tertata
Be"a’“ba""yadan i atenaga PROGRAM Persentase
keterampilan bagi te”" dan ahli 1|9 4 [PENE RS AR tenaga kerja 70,00% 38.122.980 77,00% 671.270.000 79,50% 621.270.000 81,50% 721.270.000 83% 771.270.000 85% 821.270.000 85,00% 821.270.000
e onstuksiyang 2 | 1 | KONSTRUKSI Kenstruksi yang
Konstruksi bersertifikat ersertifikat
103.11.2.00
Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga 10.000.000 198.777.500 218.777.500 178.777.500 278.777.500 278.777.500 278.777.500
Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.03 Penyiapan
SOP Penyelenggaraan Dokumen
Pelatihan Tenaga Terampil SOP/Peraturan 1 dok 30.000.000 1dok 30.000.000 1dok 30.000.000
e uraha 15 15 15 15 15
keluraha keluraha keluraha keluraha keluraha
LB 2 000 tian Jumiah Pelatihan o dan n dan 60 n dan 60 n dan 60 n dan 60 n dan 60
Tenaga Terampil f(‘z’i‘t’:iga’“p" perusah g::‘“sa" 100.000.000 2::‘”53“ 50.000.000 2::‘”53“ 50.000.000 2::‘”53" 50.000.000 g::‘”" 50.000.000
Konstruksi ok Konstruk Konstruk Konstruk Konstruk Konstruk
i akif i aktif i aktif i aktif i aktif
i akiit
1.03.11.2.01.06 Fasiltasi
70 70 70 70 70 70 70
.?:,'22"‘;‘5' Tenaga Jumiah Peserta Orang 10.000.000 Orang 198.777.500 Orang 118.777.500 Orang 128.777.500 Orang 198.777.500 Orang 198.777.500 Orang 198.777.500
1.03.11.2.02
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Jasa 40.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000
Konstruksi Cakupan
Daerah K t
Pengembangan
0812020 asional Web Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
engelolaan Operasional Informasi jasa 1 Sistem Informas 100.000.000 Informas 100.000.000 Informas 100.000.000 Informas 100.000.000
Layanan Ipformasw Jasa Kkonstruksi i i i i
Konstruksi (SIMIAKON)
1.03.11.2.02.06 Data Tenaga
re"y“su"a" Data dan kerja konstruksi 1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000
nformasi Tenaga Kerja dan badan usaha
dan Badan Usaha aktif
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEBEIE, Tahun Awal akhir periéds
Tujuan Sasaran Kode ; Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
Kegiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
1.03.11.2.02.09
60 60 60 60 60
Penyusunan Data dan Data perusahaan 319
Informasi Tertib konstruksi yang perusah perusah 10.000.000 perusah 10.000.000 perusah 10.000.000 perusah 10.000.000 perusah 10.000.000
aan aan aan aan aan
Penyelenggaraan aktif aan Aktif s s s
Petoriam (20%) (20%) (20%) (20%) (20%)
103.11.2.02.10
Penyusunan Data dan Prosentase
iR kbcatakann kerja 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000
Kerja Proyek Konstruksi
1.03.11.2.03 Penerbitan
(i Uzindlen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Konstruksi Nasional
(Non Kecil dan Kecil)
1.03.112.03.03 Porsontase
Pembinaan dan et
Peningkatan Kapasitas oo 0% 10.000.000 70% 10.000.000 70% 10.000.000 70% 10.000.000 70% 10.000.000
Badan Usaha Jasa perusahaan jasa
konstruksi
1.03.11.2.04 Pengawasan
Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan dan 28.122.980 422.492.500 402.492.500 392.492.500 342.492.500 392.492.500 392.492.500
Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
1.03.11.2.04.01 Penyusunan
SOP/Pedoman Tertib Usaha, Jumlah Peserta
Tertib Penyelenggaraan, dan Sosialisasi / 75 Orang 10.000.000 75 Orang 20.000.000 1dok 20.000.000 1dok 20.000.000 1dok 20.000.000 1dok 20.000.000 1dok 20.000.000
Tertib Pemanfaatan Jasa Dokumen SOP
Konstruksi
1.03.11.2.04.02 Bimbingan Jumlah Peserta
Teknis tentang Tertib Usaha, Bimtek
Tertib dan 50 orang 50.000.000 50 orang 50.000.000 15 orang 20.000.000 30 orang 70.000.000 30 orang 70.000.000
Tertib Pemanfaatan Jasa pembinaan jasa
Konstruksi konstruksi
1.03.11.2.04.03 Pengawasan
dan Evaluasi Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan, dan Jumiah Peserta 170 18.122.980 170 402.492.500 o 332.492.500 170 322.492.500 170 302.492.500 70 302.492.500 170 302.492.500
Sosialiasai Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
I:’i'lfr“a';f an Meningkatnya jumlah — Persentase
T rumah tangga yang EENCElo T DAN rumah tangga
meningkatnya o™ [ 1 | g | g | PencEMBANGAN Y3 memperoleh | 94,96% 8.077.215.149 95,50 4.066.707.392 96,00% | 4.007.051969 96,509 | 4.300.000.000 97,00 | 4.350.000.000 97,50% | 4500.000.000 97,50% | 4.500.000.000
pengolaan dan pengolahan ai SISTEM AIR LIMBAH pengalahan air
o domestik limbah domestik
1.03.05.2.01 Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem Air Limbah 8.077.215.149 4.066.707.392 4.007.051.969 4.300.000.000 4.350.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000
Domestik dalam Daerah
Ki ota
103.05.2.01.01
Rencana, Kebijakan, Strategi Teknis, Dokumen
dan Teknis Sistem UKLUPL dan 2 Dok 200.000.000 5 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1Dok 50.000.000 1Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000
Pengelolaan Air Limbah Dokumen Dok
Domestik dalam Daerah Pemantauan
Kabupaten/Kota Lingkungan IPAL
1.03.05.2.01.02 Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/
y N Pengawasan Teknis 1 Dok 100.000.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000
Sistem Pengelolaan Air sk
Limbah Domestik Terpusat e
Skala Kota
1.03.05.2.01.03
Pembangtnan/Penyedizan Jumah SR IPAL 3005R, 2 1.000.000.000 1 Unit 135.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000
Sistem Pengelolaan Air Komunal Unit
Limbah Terpusat Skala Kota

RENCANA STRATEGIS DPUPR TAHUN 2021-2026 | 104




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEBEIE, Tahun Awal akhir perit])ds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
1.03.05.2.01.04
Rehabilitasi/Peningkatan/Perl | Jumlah IPAL dan
uasan Sistem Pengelolaan Air IPLT yang 6 Unit 250.000.000 6 Unit 207.051.969 6 Unit 300.000.000 6 Unit 300.000.000 6 Unit 300.000.000 6 Unit 300.000.000
Limbah Domestik Terpusat direhabilitasi
Skala Kota
1.03.05.2.0105 Peningkatan
Rehabilitasi/Peningkatan/Perl | kualitas 2005k, 5 Unit ;
uasan Sistem Pengelolaan Air pengelolaan IPAL 1500 2.599.215.149 1 Unit 2,000.000.000 : ﬂ::; 1.200.000.000 : 3::; 1.200.000.000 : 3::; 1.200.000.000 3 ﬂ::: 1.200.000.000 3 ﬂ::: 1.200.000.000
Limbah Domestik Terpusat Kawasan dan IPAL meter 1 Unit
Skala Permukiman Komunal
1.03.05.201.06
v akses 1 Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000 1Unit 100.000.000 1 Unit 100.000.000
Sub Sistem Pengolahan sanitasi layak
Setempat
; Jumlah peserta
1.03.05.2.01.07 Pembinaan ] ’
Teknik Pengelolaan Air Bimbingan Teknis 30 130.000.000 40 Rukun 150.000.000 50 Rukun 200.000.000 50 Rukun 200.000.000 50 Rukun 200.000.000 50 Rukun 200.000.000
) : Pengelolaan Air Peserta Tetangga Tetangga Tetangga Tetangga Tetangga
Limbah Domestik )
Limbah
1.03.05.2.01.08 Sosialisasi
v ¢ ° 100.000.000 Keluraha 100.000.000 Keluraha 100.000.000 Keluraha 100.000.000 Keluraha 100.000.000 Keluraha 100.000.000 Keluraha 100.000.000
Penyediaan Sistem Sosialisasi peserta
s n n n n n n
Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah Peserta
1.03.05.2.01.09 Peningkatan
Pengembangan SO dan A Kinerja AL 11 Orang 200.000.000 18 Orang 400.000.000 18 Orang 400.000.000 18 Orang 400.000.000 18 Orang 400,000.000 18 Orang 400.000.000
2 2
Limbah Domestik dan IPLT Kota
Bontang
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Peningkatan
pemeliiaraan S Kinerja 6 Unit, s iPAL S IPAL, 1 5IPAL, 1 5IPAL, 1 5IPAL 1 51PAL 1
Pengelolaan Air dan12 1.000.000.000 1.101.707.392 IPLT, 18 1.000.000.000 IPLT, 18 1.000.000.000 IPLT, 18 1.000.000.000 IPLT, 18 1.000.000.000 IPLT, 18 1.000.000.000
Pengelolaan Air Limbah 18 Orang
Limbah, Jumlah Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Domestik
Operator IPAL
1.03.05.2.01.11 Supervisi
JPaninglatan/Pert : 1dok 1dok 1dok 1 dok 1 dok 1dok
“eningxatan, Ferluasan presentase Perencan 100.000.000 Perencan 100.000.000 Perencan 100.000.000 Perencan 100.000.000 Perencan 100.000.000 Perencan 100.000.000
Sistem Pengelolaan Air penduduk berakses
! : ’ an an an an an an
Limbah Domestik Terpusat sanitasi layak
Skala i
1.03.05.201.12 enngatnra
Pembangunan/Penyediaan el 375 SR
Sistem Pengelolaan Air P 200sR 2.598.000.000 1 100.000.000 100 ¢ 100.000.000 1005r 100.000.000 100 ¢ 100.000.000 10051 100.000.000 10051 100.000.000
penduduk berakses
Limbah Terpusat Skala kegiatan
. sanitasi layak
Peningkatan
Pelayanan Lumpur
1.03.05.2.01.13 Penyediaan Tinja Terpenuhinya 1 Unit 1 Unit
Sarana Pengangkutan Pemeliharaan 265.000.000 165.000.000 0
N 2 Unit 1 Unit
Lumpur Tinja Sarana
Pengangkutan
Lumpur Tinja
35 20 5 5 45
Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah
Tangga, Tangga, Tangga, Tangga, Tangga,
1.03.05.2.01.14 Penyediaan Meningkatnya » I P P hs
Jasa Penyedotan Lumpur 100.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
. Jumlah Pelanggan Perusaha Perusaha Perusaha Perusaha Perusaha
g an dan an dan an dan an dan an dan
15 Usaha 20 Usaha 25 Usaha 25 Usaha 25 Usaha
Kecil Kecil Kecil Kecil Kecil
1.03.05.20115
y IpLT 1 Unit 100.000.000 1Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000
Sarana dan Prasarana IPLT
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Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja
Tujuan, Data Capaian pada e
Kondisi Kinerja pada
Program dan SEBEIE, Tahun Awal akhir perit])ds
Tujuan Sasaran Kode Kegiat Program Perencanaan (Tahun Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Lokasi
egiatan Renstra Perangkat
(outcome) Daerah
dan
kegiatan
(output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
1030520116
Rehabilitasi/Peningkatan/Per| kualitas 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000
uasan Sarana dan Prasarana pengelolaan IPLT
IPLT Bontang Lestari
1.03.05.2.01.17 Supervisi Terpenuhinya
Teknis 1 Dok 50.000.000 1Dok 50.000.000 1Dok 50.000.000 1Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000
Peningkatan/Perluasan Kegiatan Sarana
Sarana dan Prasarana IPLT Prasarana IPLT
Jumian PROGRAM
kapasitas kapasitas o | o | sisTEMDAN kapasitas
TPAITPST/SPAISRIT | TPAITPSTISPAI3RIT O - 1 PENGELOLAAN A 46,00% 890.721.264 51% 795.000.000 56% 400.000.000 62% 500.000.000 69% 600.000.000 76% 600.000.000 76,00% 600.000.000
Ps PS pada tiap daerah PERSAMPAHAN
Kota Bontang TPS-3R/TPS
REGIONAL
1.03.04.2.01
Pengembangan Sistem
dan Pengelolaan 890.721.264 795.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Persampahan di Daerah
K
1.03.04.2.01.01
Penyusunan Rencana, T n
Kebijakan, Strategi, dan erpenuhinya
Teknis Sistem Pengelolaan Perencanaan
kegiatan 1 Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000
Persampahan
TPAITPST/SPAITPS TPATTPSTISPA
- TPS-3RITPS
3RITPS Kewenangan
K
1.03.04.2.01.02 Supervisi Terpenuhinya
1 Peningkatan !
P ATPS. kegiatan 590.721.264 1Keg 50.000.000 1Keg 50.000.000 1Keg 50.000.000 1Keg 50.000.000 1Keg 50.000.000
3R/TPS Kewenangan TPATTPSTISPA
b TPS-3RITPS
1.03.04.2.01.03 Bangunan T Unit
Pembangunan fasiltas 1 ] ) )
AP SPAITRS- pengelolaan Dok 72 200.000.000 1 Unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000
3RITPS m2
1.03.04.2.01.04 Rehababilitasi
Rehabiltasi fasiltas
oA TPOTISPATPS. pongelolazn 1 Unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000
3RITPS
1.03.04.2.01.05 Terpenuhinya T unit
Peningkatan sarana prasarana 1 unit ; ; ;
TPAN P TISPATPS. uangbank 1 unit 300.000.000 2 unit 595.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000
3R/TPS Sampah 2 Unit
1.03.04.2.01.06 Sarana dan
Penyediaan Sarana Prasarana 1 Unit 50.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 50.000.000 1 unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000
1.03.04.2.01.08 Sosialisasi
dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam rangka Jumiah Peserta 50 50 50 50 50
Penyediaan Sarana Sosialisasi Peserta 50.000.000 Peserta 50.000.000 Peserta 50.000.000 Peserta 50.000.000 Peserta 50.000.000
TPAITPST/SPAITPS-
3RITPS
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BAB 7
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja
yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun
2021 — 2026. Tujuan yang tercantum dalam RPJMD Kota Bontang periode 2021-2026
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bontang adalah:

“Mewujudkan Pembangunan Perkotaan Yang Layak Huni, Cerdas dan
Berwawasan Lingkungan”
Sasaran yang ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh; dan
b.  Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai komitmen dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Bontang dalam lima tahun tertuang dalam tabel berikut:
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7.1.1.1.1.1Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 — 2026

Kondisi Kondisi

Kinerja pada _ _ Akhir pada
_ - _ Target Capaian Setiap Tahun _
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Awal Periode akhir

RPJMD periode

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi % 89,99 90,00 90,01 90,02 90,02 90,04 90,04
Baik
Jumlah Rumah Tinggal Bersanitasi % 97,15 97,23 97,65 98,02 98,34 98,69 98,69
Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km) Km 195,34 195,34 195,34 195,34 195,34 195,34 195,34
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan Meter 12,765 13,765 14,765 15,765 16,765 17,765 17,765

drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m) (Meter)

5. Sempadan jalan yang dipakai pedagang Km 2,75 2,71 2,68 2,63 2,59 2,56 2,56
kaki lima atau bangunan rumah liar

6. Persentase Panjang Drainase Dalam % 91,42 92,02 92,52 93,02 93,52 94,00 94,00
Kondisi Baik
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Kondisi Kondisi
Kinerja pada _ _ Akhir pada
_ Target Capaian Setiap Tahun
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Awal Periode akhir
RPJMD periode
7. Rasio Bangunan yang memiliki % 0,12 0,17 0,22 0,27 0,32 0,37 0,37
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
8. Kesesuaian terhadap RTRW % 85,00 85,00 85,00 88,00 88,00 90,00 90,00
9. Persentase Rumah Tangga yang terlayani % 81,69 86,10 88,31 90,52 90,52 94,93 94,93
air minum

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

10. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Rumah 24,146 24,646 25,246 25,996 26,496 27,246 27,246
Bersih Tangga

11. Rumah tangga ber-Sanitasi % 97,15 97,34 97,39 97,46 97,51 97,67 97,67
Lingkungan Hidup

12. Persentase penduduk berakses air minum % 98,41 98,55 98,76 98,79 98,87 98091 98,91
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

13. Kesesuaian Tata Ruang % 42 45 47 50 55 60 65

14. Luas wilayah industri ha 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710
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Kondisi Kondisi

Kinerja pada _ _ Akhir pada
: S : Target Capaian Setiap Tahun _
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Awal Periode akhir

RPJMD periode

15. Luas wilayah kebanjran ~~ ha 924,15 790,46 656,76 523,07 389,37 255,68 255,68
Lingkungan Hidup

16. Persentase Rumah Tangga (RT) yang % 89,70 90,02 90,34 90,66 90,98 91,30 91,30
menggunakan air bersih
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BAB 8
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bontang tahun 2021 — 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun
berdasarkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 — 2026, yang merupakan rangkaian
rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2022 hingga Tahun 2026.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan
program yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun 2021 — 2026
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan

sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Bontang, 04 November 2021
Plt. Kepala,

Drs. Usman, M.Pd
NIP. 196707201990031003
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